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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pcrmasalaban 

Keinginan Bangsa Indonesia seb.agaimana tercantum daJam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah meiindungi segenap Bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdask.an kebidupan Bangsa. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosiat Pcmbangunan 

yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia saat ini, adalah pembangunan disegala 

bidang yang meJiputi bidang ekonomi, sosial budaya. hukum, politik dan 

pcrtahanan keamanan, yang untuk itu diharapkan semua lapisan masyarakat ikut 

berperan serta dalam pembangunan. demildan juga maka pembangunan dalam 

bidang hukum di harapkan pula dapat menunjang pembari.gunan pada scktor

sektor lainnya. 

Program yang berlangsung terus dan telah digalakan Pemerinta:h antara 

1ain adalah program pembentukan Peraturan Perundang~Undangan yang bertujuan 

untuk mendukung upaya-upaya dalam mewujudkan supremasi hukum terutama 

pcnycmpurnaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan warisan Kolonial dan 

Hokum Nasional yang sudah tidak sesuai dcngan pcraturan dan perkcmbangan di 

masyarakat, yang sasaran program ini adalah tcroiptanya harmonisasi Peraturan 

Perundang-Undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan 

pembangunan. Kegiatan pokok yang dilakukan ant:ara lain menyusun Undang

Undang yang mengatur tata cara penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 

yang membuka kemungkinan untuk mengakomodasi aspirasi rnasyarakat dengan 

tetap mengakui dan menghargai Rukum Agama dan Hukum Adat. 

Peraturan perundang-undapgan yang menjadi sasamn untuk dilakukan 

perubahan adaiah undang-undang di bidang pertitnahan yaitu Undang-Undang 

I 
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Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok~Pokok Agraria {UUPA), 

yang berkaitan dengan masaJah pertanahan. Tanah secara hukum memegang 

peranan kunci bagi kehidupan manusia, baik secara individuallperorangan 

maupun secara sosial!kemasyarakatan, Peranan kunci, karena tanah dapat 

menentukan keberadaan dan keberlangsungan hubungan dan perbuatan hukum, 

baik bagi diri individu maupun implikasinya bagi orang lain. 

Konsiderans Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 

1%0 menegaskan peranan kunci tanah yaitu bahwa bumi, air dan ruang angkasa 

mernpunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil 

dan makmur. Dalam kontuks ini, penguasaan dan pengbakan atas tanah terutama 

ada1ah tertuju pada perwujudan keadilan dan kemakmuran dalam pembangunan 

masyarakat. 

Mengingat penting dan sttategisnya arti tanah. maka barns ada suatu 

lembaga yang memillki otoritas seperti Negara untuk rnengelola dan mengatur 

keberadaan dan penman tanah. DaJam Undang-Undang Dasar 1945 basil 

Amandemen Keempat pasal 33 ayat {3) disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besamya bagi kernak.muran rakyat. Di:mana lcetentuannya memberikan 

kekuasaan pada Negara untuk mengatur pemeliharaan dan penggunaan bumi 

(tanah) dan air dan kekayaan alam yang ada diseluruh wilayah Indonesia 

dipergunakan sebesar~besamya bagi kemakrnu:ran rakyat. 1 

Hak menguasai Negara menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP A, 

memberikan wewenang pada Negara untuk riga hal : 

a. Mengarur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 

b. menentukan dan mengatur hubungan~hubungan hukum antara orang~ 
orang dengan bumi air dan ruang angkasa; 

c. menentukan dan rnengatur hubungan hukum antara orang-orang dan 
petbuatan-perb1.1atan hukum yang menegenai butni at-r dan ruaog 
angkasn." · 

1 Budi Harsono, " Hukum Agrnria Indonesia, St;jarah Pembentukan Undang~Undang 
Pokok Agraria, isi den pelaksanaauya", Jakarta: DJarnba!an, 1997, hlm.2 Ul 

Unlvetsltas Indonesia 

Jual Beli..., Don Arfan, FH UI, 2009



3 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Negara berwenang untuk 

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah tennasuk 

hak~hak kepemilikan atas tanah baik yang sudah ada maupun yang belum ada. 

Negara berwenang untuk melakukan pendaftaran dan menerhitkan surat tanda 

buktl!sertipikat hak kepemilikan perorangan atau badan (Badan Hukum 

[ndonesia) atas tanah. Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, disebutkan 

bahwa: 

"Untuk menjamin kepastian hokum oleh Pemerintah maka diadakanya 

pendaftaran tanah diselurub wilayah RepubJik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dcngan Undang-Undang .. , 

Selanjutnya pada ayat (2) ditentulom bahwa: 

" pendaftaran terse but pad a ayat (1) pasai ini meliputi: 
a. Pengukuran, perpettan dan pembukuan tanah; 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti, yang bcr1aku sebagaj alat 
pernbuktian yang kuat. ... 

. 
Manfaat di!aksanakannya pendaftarnn tanah terhadap pemilik tanah adalah 

untuk memperoleh sertipikat yang dapat dipa\:ai sebagai tanda bukti yang kuat 

dan untuk menjamin kepastian hukum bagi suatu hak atas tanah. Sedangkan 

terhadap Pernerintah adalah 2.gar terclptanya pendataan atas bidang-bidang hak 

atas tanah atau sebagai tertib admlnistrasi pertanahan. 

Menurut Budi Harsonof sertipikat atau surat tanda bukti hak tersebut 

berlaku sebagai alat pembuktian. yang berarti bahwa keterangan-keterangan yang 

tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai 

keterangan yang dapat membuktikan sebaliknya.:z Ketentuan pendaftaran tanah 

seperti yang dimaksud daiam pasal 19 ayat (1) tersebut adaJab pendaftaran sooara 

hukum (rechtkadaster atau legal kadaster). Dalam konteks pendaftaran secara 

hukurn. rnaka pendaftaran tanah menjadi perintah Undang-Undang kepada 

Pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah, 

dalaro hal ini telah terbentuk Peraturan Pernerintah Nornor 10 Tahun 1961 tentang 

2 Budi Harsono, Undang-U~rdang Pokck Agroria, bngian II, Jllid HI, Jakarta: Djambatan, 
1981. 
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Pendaftaran Tanah, kemudian telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

Menurut pasa1 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

mendefenisikan Pendaftaran Tanah sebagai berikut ;3 

"Rangkaian keglatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terns 
menerus. berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 
pengolahan,. pembuk:uan, dan penyajian serta perneliharaan data fisik dan 
data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang t.anah 
dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pernberian surat tam:la bukti 
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 
atas satuan rumah susun serta hak~hak tertentu yang membebaninya." 

Pelakasanaan pendaftaran tanah menyangkut dua jenis kegiatan, yaitu : 

Pendaftaran tanah pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan data {data 

maintenance). K.husus mengenai pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan 

apabila teijadi perubahan data fisik atau data yuridis tanah yang telab. didaftar. 

Ketcntuan mengenai wajib daftar ini juga seja)an dengan pasai 4 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan wajib daftar ini dirnaksudkan 

untuk menerapkan asas mutakhir pendaftaran tana~ sebagaimana dinyatakan 

datam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan 

babwa: 

"pendaftarnn dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, 

mutakhir dan terbuka." 

Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah se~ra terus 

menerus dan berkesinambungan, sebingga data yang ters1mpan di Kantor 

Pertanahan selalu sesuai dengan kenyataan nyata dllapangan, dan supaya 

masyarakat dapat memperoleh keterangan mcngenai data yang benar setiap saat. 

Perbuatan bukum petalihan hak alas tanah hanya dapat didaftatkanjika dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA T) yang 

berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlak:u. 

Menurut pasal 37 ayat (1) PP Nornor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah disebutkan bahwa : 

1 Indonesia, Permuran Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanalr, PP No. 24 Ttrhun 1997, 
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"peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui 
jual beli, tukar mcnukar, hihah, pema3ukan clalam perusahaan dan 
perbuatan hukum pemindahan hak lainya, kecuali pemindahan hak melalui 
lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan 
Perundang~Undangan yang berlaku." 

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah {PPAT) dibuat untuk membuktikan 

adanya perbuatan hukum peralihan flak atas tanah dan bangunan karena 

menyangkut tentang kepastian hukum atas tanah dan juga menjadi salah satu 

sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah. dan oleh karena itu wajib 

dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk 

pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan (pasal !03 ayat {2) PMNNKBPN 

Nornor 3 Tahun 1997). Proses pendaftaran tanab yang tiiiak dHakukan dengan 

akta otentik. rnaka akta yang dibuat sehubungan dengan peroleban hak tersebut 

tldak dapat membukrikan adanya perolehan hak :atas tanah. Dengan demikian, 

ketentuan pendaftaran tanah menghendak.i dibuatnya akta otentik untuk setiap 

perbuatan hukum yang mengakibatkan perolehan hak. 

Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997, perolehan hak atas tanah bisa te~jadi 

karena perlaihan hak, salah satunya adalah jual beli. Pada umumnya transaksi jual 

beli merupakan cara peralihan hak atas tanah yang paling sering diJakukan 

dimasyarakat. yaitu dengan akta otentik dan a.kta dibawah tangan. Walaupun 

kedua cara ini umum diterima sebagai cara jua1 beli yang sah, akan tetapi kedua 

cara jual beii ini membawa akibat h~kum yang berbeda. 

Pera1ihan bak atas tanah yang dimaksud oleh Peraturan Perundang

Undangan adalah peralihan yang rnemenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Das.ar Pokok Agraria, pasa1 19, junto Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan PMNA Nomor 3 Tahun 1997. Peratihan 

hak atas tanah mcnurot Peraturan Perundang~Undangan tersebut diatas 

menghendaki dipenuhinya ketentuan harus dibuat dan disahkan oleh pejabat yang 

berwenang, yaitu PPAT atau Camat yang diangkat sebagai PPAT, dengan 

demikian peralihan hak atas tanab harus dibuat dengan akta otentik oleh PPAT 

sesuai dengan wilayah kexja dimana akta itu dibuat. 
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Mengenai peralihan hak atas tanah melalui jual beli sarnpai sekarang 

belum dapat ditafsirkan adanya pengatu:-an tegas didalam hukum positif kita. 

Berdasa.rkan ketentuan pasa15lJUPAyang menyebutkan bahwa: 

"Hukum Agraria yang ber1aku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional 
dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan Bangsa, dengan sosialisme 
Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang
Undang ini dengan Pernturan lainya, segala sesuatu dengan mengindahkan 
unsUNmsur yang berdasarkan pada hukum agama." 

Berdasarkan ketentuan UUP A tetsehut, maka pera1ihan hak atas tanah 

me1alui jual beli bersumber pada hukum adat Hukum adat menyebutkan bahwa 

jual beli hak atas tanah betpindah karena jua1 beli bersifat tecang dan tunai. 

Dengan kata Jain, jika jual beli hak atas tanah tidak dilakukan dihadapan PPAT 

maka tethadap jual belt lersehut tetaplah sah. kareoa sah tidaknya suatu pedmatan 

mat~l tidak terkait pada pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 seperti yang telah 

disebutkan diatas. 

Ter..tang kasus yang berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, yaitu suatu 

kasus yang dianalisis bcrdasarkan dari putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang 

telah mempunyai kckuatan hukum tetap yang teijadi pada tahun 2002. Bahwa 

pembeli dalam hal ini Ny. Martina Christy Tugiah (sebagai pembeli atau 

-pemegang hak terakhir) mengalami kesulitan untuk mendafta:rkan hak atas 

tanahnya, hal ini diakiba!.kan pembeli (pemegang hak terakhir) mengalami 

kesulitan untuk membuktikan peralihan hak atas tanah melalui jual beli }rang 

tanpa dilakukan dihadapan PPA T. 

Kantor Pertanahan setempat sebagai instansi yang berwenang untuk 

me1aksanakan pendaftamn tanah menola~ karena pembeli dianggap tidak 

membuktikan hak atas tanah yang telah dibeJinya. Antara penjual dan pembeli 

dalam hal ini hanya mendasarkan tindakan jual bell yang dilakukannya berdasar 

pada hukum kebiasaan setetnpat atau hukurn adat. dimana dengan adanya suatu 

itkad baik an tara penjual dan pernbeli dan tehili didapatnya kata sepakat juga telah 

dilakukanya pembayaran atas jual beli tersebut n:ta.ka jual beli terse but adalah sa h. 

Jual beli tanab menurut hokum adat. atau lazim dinamakan "jual Iepas" 

bersifat terang dan tuna.i. Terang artinya peraliban hak atas tanah dari penjual 
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kepada pembeli harus dilakukan dihadapan Kepala Adat a tau Kepala Desa. Tunai 

artinya peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli terjadi serentak dan 

secara bersamaan dengan pembayaran harga (dlanggap lunas walaupun 

kenyataanya hanya dibayar uang mukafparijar) dari pembeli kepada penjuat 

Mengenaijual beli tanah memuut hukum adat,. Budi Harsono berpendapat: 

"Dalam bukum adat "jual beli tanah" bukan perbuatan hukum yang 
merupakan apa yang disebut ''perjanjian obJigatoir". Jual beli tanah dalam 
huknm adat merupakan perbuat.an pemindahan hak dengan pembayaran 
tunaf. Artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh pa& saat 
dilakukan jual beli yang bersangkutan. Dalam hukum adat tidak ada 
peng~rtian penyerahan yuridis sebagai pemenuban kewajiban hukum 
penjual, karena justru apa yang disebut "jual beli tanah" itu a.dalah 
penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli yang pada saat 
yang sama membayar penuh kepada penjua1 harga yang telah dlsetujui 
bersama. Maka jual beli tanah menurut pengertian hukurn adr.t ini 
pengaturanya terrnasuk hukum tar.ah",4 

Sebagai bukti telah teljadi jual beli dan selesai peraliban hak tcrsehut, 

dibuatlah "surat jual beli tanah" yang ditanda tangani oleh pihak penjual dan 

pihak pembeli dengan disaksikan oJeh Kepala Adat!Kepala De.o;;a dan 

Sek.··etaris/Staf Desa, yang fungsinya adalah untuk: 

a. Menjarnin kebenarn:n tentang status tanahny~ pemegang haknya, dan 

keabsahan bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan bukum yang berJaku 

("terang"); 

b. Mewakili Warga Dcsa (unsur publisitas).5 

Mengenai turut sertanya pihak ketiga, yaitu kepala Adat!K.epala Desa dan 

Sekret.aris!Staf Desa. dalam tta:nsaksi tanah tidak merupakan syarat mutlak untuk 

sahnya transaksi tersebut 

Mengaeu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata {KUHPerdata), 

jual beli dianggap sah apabila memenuhl unsur pasal1320 KUHPerdata. Jual beli 

adalah suatu pe!janjian dimaru~ pibak yang satu (penjual) mengil<atkan dirinya 

untuk menyerahkan (hak milik. atas) suatu benda dan pibak yang Jain 

berkewajiban untuk membayar harga yang telah diperjanjikan, sebingga jual beli 

" Budi Harsooo, Hukum Agraria Indonesia, Op--Cit, hlm.27~2B 

'Ibid, blm. 27-28 
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dianggap telah texjadi antara kedua bela.h pihak pada saat dicapai kata sepakat 

mengenai benda yang diperjual belikan beserta harganya, walaupun benda belum 

diserahkan dan belum dibayar. 

Berkaitan dengan adanya permasa1ahan ataupun hambatan-hambatan yang 

dihadapi oleh pemegang hak terakhir (pembeli) untuk melakukan pendaftaran 

sehingga pembeli harus melakukan upaya-upaya tertentu agar tanah yang dibeli 

dengan itikad baik tersebut dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku, maka berdasarkan uraian dari iatar belakang 

tersebut diatas) penu1is perlu melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam 

bentuk tesis dengan judul: 

Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat Yang Dijadikan Dasar Untuk 

Pendaftaran Tanah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong 

No.SSIPdLG/2002/PN.CBN). 

1.2 Pokok Permasalahau 

Pokok permasaiahan dalam pen1.!lisan tesis ini dibatasi sesuai dengan judul 

tesis tersebut diatas. hal ini dimaksudkan agar pembahasan tidak terlalu 

menyimpang dari materi penulisan.. Pokok penna.s.alahan ini berdasarkan pada 

latar belakang permasalahan yang telah dikcmukakan diatas, maka piJkok 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kedudukan jual beli hak atas tanah berdasarlcan Hukum Adat 

didalam hukum positif di Indonesia 7 

2. Bagaimanakah perlindungan hulrnm terhadap pembeli yang beritikad baik 

sebagai pemegang hak temkhir apabiJa jual beli bak atas tanah dilakukan 

berdasarklm Hukum Ada!? 

3. Bagaimanakah penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pemegang hak 

rernklrir sebagai pembeli untuk dapat melakukan pendafta:rnn tanah apabila 

jual beli hak atas tanah tersebut diiakukan berdasarkan Hukum Adat? 
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1.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adaiah metode 

peneHtian normatif, yang menganaiisa sistimatika hukum yang rneliputi subyek 

hukum, hak dan kewajiban, perbuatan hukurn, hubungan hukum dan obyek 

hukum, yang dalam ha1 ini menganalisa suatu perbuatan hukurn tentang jual beli 

hak atas tanah berdasarkan hukum adat, sedangkan pihak pernbeli dan pihak 

penjual sebagai subyek hukum dan sebidang: tanah bak mihk yang tuenjad1 obyek 

jual ~linya. Admya perbuatan hukum jual beii hak atas tanah yang dilaku1am 

berdasarkan hukum adat mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara pihak 

pembeli dengan hak atas tanah sebagai obyek hukum. Dengan adanya hubungan 

hukum yang melekat antara subyek hukum dan obyek hukum, maka timbulah hak 

dan kewajiban dari pihak penjuai dengan pihak pernbeli~ oleh sebab itu penelitian 

lni menitik: beratk:an pada hubungan hukum antara pihak: penjual dengan pembeli 

yang menimbuikan adanya hak dan kewajiban dari pihak penjual dan pihak 

pembeli. 

Daiam penelitian ini. jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari kepustakaan. A1at pengumpulan data yang digunakan 

pada penelltian inl adalah studi dokumen yang bertujuan untuk mencari data 

sekunder. Alat pengumpulan data yang berupu studi dokumen tersebut, mcliputi 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan baban hukum tertier. Bahan 

hukum primer yaitu peraturan perundang~undangan yang berkenaan dengan 

ketentuan mengenai jual beli hak atas tanahj tentang hak~hak atas tanah dan 

pendaftaran hak atas tanah yang digunakan sebagai landasan hukum bagi 

penelitian ini. Bahan hukum seknnder yaitu buku-buku dan maka1ah-maka1ah 

yang ada kaitanya denga..11 jual beli hak atas tanab dan ketentuan~ketentuan tentang 

hak atas tanah) sebingga dapat mendukung penelitian ini secara teoritis, 

Sedangkan bahan hukum tertier dalam penelitin ini) yaitu kamus bahasa Indonesia 

dan kamus hukum yang digunakan untuk mendapatkan arti dati istilah yang 

berkaitan dengan hak-hak: atas tanah danjual beli hak atas tanah serta pendaftaran 

hak atas tanah. 
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1.4 Sistimatika Penulisau 

Sistima:tika penuJisan dalam tesis ini dibagi dalam tiga Bab, masing~ 

masing Bab dibagi lagi atas beberapa sub bab. Adapun sistimatlka penulisan ini 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Bab I 

2. Bab II 

3. BabW 

Sebagai bab pendahuluan yang meliputi Iatar belakang 

masa1ah, pokok pennasalahan, metode penelitian serta 

sistimatika penuHsan. 

Dikemukakan disini tentang tujuan dari supermasi hukum 

dengan tetap mengakomodasi aspirasi dari masyamkat 

dan tetap mengak:ui adanya hukum adat. 

Membahas mengenai konsepsi tentang hak atas tanah 

yaitu tinjauan umum terhadap teori~teorl tentang bak atas 

tanah, macam-macam hak atas tanah, peralihan hak atas 

tanah) tentang jual beli, tentang pendafiaran tanah, juga 

membahas kasus dan Putusan dari pengadilan Negeri dan 

mcnganalisa terhadap pennasalahan hukum tentang 

kedudukan jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum 

adat didalam hukum pOsitif di Indonesia, juga 

menganalisa tentang perlindungan hokum terhadap 

pembelf yang beritikad baik sebagai pemegang hak 

terakhir dalam juat beli yang dilakukan berdasarkan 

hukum adat, dan selanjutnya untuk mengetahui 

penyelesaian huk:um yang dapat ditempuh oleh pemegang 

hak atas tanah terekhir untuk dapat melakukan 

pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan pendafataran 

tanah yang berlaku. 

adalah bab penutup, yang bagi penulis mengemukakan 

kesimpulan dan satan, dimana kesimpulan~kesimpulan 

ini merupalcan kristalisasi basil penelitian. sedangkan 

saran merupakan sumbangan pemikiran penulis. 
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BABII 

TINJAUA."' UMUM TENTANG PERALIIIAN HAK ATAS TANAH 

Mli:LALUI JUAL BELl SERTA PENDAFTARANNVA 

2.1. Kooscpsi Tentang Hak Alas Tanah 

2.1.1. Hak Atas Tanah 

Pengertian "hak atas tanah" menurut Budi Harsono pada dasarnya 

menunjuk pada penggunaan term "tanah" dalam arti yuridis sebagai suatu 

pengertian yang telah diberi batasan resmi o1eh UUPA (Undang-Undang Pokok 

Agrnria). Dalam pasal4 ayat (I) UUPA menetaplcan bahwa: 

"atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam 
pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 
disebut tanah, yang diberikan kepada dan dipunyai oleh omng-orang, baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan orang Jain serta badan-badan 
hukum". 

Dalam konteks ini menjadl jelas bahwa "tanah" dalam -pengertian yuridis 

adalab pennukaan bumi, sedangkan "hak atas tanab" adalah hak atas sebagian 

tertentu permukaan bumi. yang terbatas. berdimensi dua ukuran panjang dan 

1ebar.6 Pengertian "hak atas tanah" seperti dikemukakan oleh Budi Harsono 

tersebut dapat diuraikan lebih lanjut dengan memperdalam makna dari dua term 

kunci, yaitu "bak" dan "atas tanah". "hak" (berasal dari bahasa Arab) mempunyai 

arti berrnacam~macam. Beoar sungguh ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu 

karena te1ah ditentukan oJeh Peraturan Penmdang-Undangan dan sebagainya. 

Sedangkan "h.ak atas tanah" be.rarti permukaan bumi {tmah) dimaua taneh dalam 

hal ini diartikan ruang".7 

Dari pengertian "hak" dan "atas tanab" tersebut. Harun AI Rashyd 

mengartikan hak atas tanah sebagai wewenang kepada pemegang haknya untuk 

6 Budi Ham:mo, Op-Cil, him.!? 
1 Hanm AI Ra.shyd, Sekilas Tenumg Jual Beli Tanah Berilmt Peraturan-Peratunmya, 

Jakarta: Orabalia lndot~esia, 1987, htm.2L 
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mempergunakan ta:nah yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan 

kepentingan Negara dan bangsa atau kepentingan umum. 1:1 Kusuma dan kawan

kawan mendefinisikan "hak atas tanah" sebagai berikut : 

.. Adapun hak atas tanah adaJah hak yang diterima oleh peseorangan atau 

badan hukum selaku pemegang hak. atas tanah, Hak atas tanah 

memberikan wewenang kepada yang memilikinya untuk mempergunakan 

tanah yang bersangkutan". 

Hak atas tanah menjadi dasar bagi penguasaan dan pemilikan tanah. )rang 

prin...,.ip dan ketentuan dasamya diatur dalam UUP A. Sebelum UUP A diundangkan 

telah tet;dapat dualisme daiam sistem hukum tanah di Indonesia. Menurut Budi 

Harsono. ada dua sistem hukum tanah yang sama sekali berbeda : 

"Slstem pertama disebut dengan hukum tanah barat, peraturan pokoknya 
diatur dalam Ki!ab Undang-Undang Hukum Perdala, hukum tanah barnt 
bersifat capital individua!isme. Sistem kedua adalah sistem hukum tanah 
adat yang berdasarkan pa.da. prinsip-prinsip hukum penduduk asli 
Indonesia. Sistem ini mempunyai em khusus yang bersifat 
kemasyarakatan'1

• 
9 

Hubung.an dualisme sistem hukum tanah tersebut dengan hak atas tanah 

dikemukakan oleh Arie Hutagalung sebagai ben"kut : 

""Dengan ada!lya dualisme sistem hukum tana.lt tersebut maka dik:enal 
adanya dua macam hak atas tanah, yaitu hak-hak barat dan hak-hak 
Indonesia. Hak Indonesia sebagian berasal dari bukum tanah adat dan 
sebagian adalah hak yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dan 
Pemerintah Swapraja khu~>us untuk orang Indonesia asli dan untuk 
kelompok Timur Asing" .w 

Ber1akunya Undang-Undang Pokok Agraria pada dasamya rnengakhiri 

dualisme sistem hukum tanah. Undang~Undang Pokok Agraria menciptakan 

unifilcasi hukum !anah berdasarkan hukum ada~ huknm yang hidup dan dianut 

sebagian besar Rakyat Indonesia. 

g Ibid., h!m.2L 

~ Arie HutagalWlg, ''Program Retribusi Tanah di Indonesia", suatu sarana kearah 
pemccahan masalah penguasaan dan pemiliklllltanah, cet Ke-1, Jakana: Rnjawali, 1985, hlm.20 

10 Ibid, hlm.21 
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2.1.1.1 Macam-Macam Ilak Atas Tanab 

Macam~macam hak atas tanah diklafikasikan oleh Budi Harsono menurut 

aspek hak penguasaan atas tanah. menurut Budi Harsono, dalam UUPA diatur dan 

sekaligus ditetapkan jenjang atau hirarki hak-hak penguasaan atas tanah daJam 

hukum tanah nasional yaitu: 

1) Hak Bangsa Indonesia, yang disebut dalam Pas a! 1, sebagai hak 

penguasaan atas tanah yang tertinggi. beraspek perdata dan publik 

2) Hak menguasai dari Negara, yang disebut dalam Pasa1 2, semata~mata 

beraspek publik; 

3) Hak Ulayat Masyarakat Hulrum Adat, yang disebut clalam Pasal 3, 

berupek perdata; 

4) Hak-Hak Peroranganllndividual. semuanya beraspek perdata. terdiri atas : 

a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individu yang semuanya secara 

Iangsung ataupun tidak langs:ung bersumber pada hak bangsa. yang 

disebut dalam pasall6 dan 53; 

b. Wakaf, yaitu hak miiik yang sudah diwakafkan, clisebutkan dalam 

pasa149; 

c, Hak jatninan atas tanah yang disebut Hak Tanggungan, dalam pasal 

25,33,39 dan 51. 

Dalam konteks UUP A, Hak Bangsa menjadi hubuogan hukum yang 

tertinggi dan terpenuh, yaitu hubungan antara penduduk Indonesia sebagai suatu 

bangsa dengan semua tanah di wiiaya.hnya yang ada tanpa pengecualian sebagai 

pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Semua hubungan hukum dengan tanah 

tersebut diperoleh baik secara langsung maupun secara tidak 1angsung.-

Berdasarkan hubungan hukum tersebut, Negara sebagai suatu organisasi 

tertinggi bangsa berhak untuk rnenguasai dan mengatur penggunaan seluruh tanah 

di wilayahnya. Hak Menguasai Negara tennasuk menentukan mengatur segala 

sesuatu yang berakitan dengan tanah baik yang sudah dikuasai secara pribadi 

ma.upun yang belum ada yang memilikinya, agar tercapai sebesar-besamya 
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kemakmuran rakyat.l 1 Di bawah Hak Negara tetap dikenai Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat, tnJPA dengan tegas mengakui hak ini, tetapi juga 

menetapkan pembatasan~pemba.tasan sehubungan dengan eksistensi dan 

pelaksanaan Hak Ulayat yang harus disesuaikan dengan kepentingan bangsa dan 

persatuan nasionat Menurut UUPA hak peroranganlindividual menempati urutan 

terbawah dalam hirarki hak-hak penguasaan atas tanah. 

Setelah dihapusnya dualisme sistem hukum tanah, maka semua hak, 

apakah itu dldasarkan pada hukum barat maupun hukum adat dikonversi menjadi 

hak-hak baru berdasarkan pada hukum adat yang disesuaikan dengan asas..asas 

yang tercantum dalam truPA. Dalam dikt>Jm kedua batang tubuh UUPA 

dirumuskan bcrbagai pasal (1-4) yang mengatur ketentuan konversJ hak-hak atas 

tanah berupa : 

a. Hak Eigendom 

b. Hak atas tanah membcri wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak 

yang dimaksud pasal 20 .ayat 1 (agrarisch eigendom, andarbcni, hak atas 

druwe desa. pesini, grant sultan, landerijen hezitrecht, altijtlduren 

erjpacht, hak-hak atas bekas tanab partikultr~ dan hak~hak lain dengan 

nama apapun). 

c. Hak erjpacht untuk perosahaan kebun besar dan pertanian kecil 

d. Pemegang konsensi dan sewa untuk perusahaan kebun besar 

e. Hak postal dan hak erfi>aakt untuk perumahan 

f. Hak~hak atas tanah yang memberi wcwenang sebagahnana atau mirip 

dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 (lu:k vmchtgebrnik, 

gebmiks grant contoleur, bruikleen, gengambauntuik, anggaduh, bengkok~ 

lunguh, pituwas. dan hak-hak lain dengan nama apapun). 

g. Hak golongan pelrulen atau sanggan yang beiSililt tetap dan tidak tetap. 

Menurut pasal 6 UUPA, semua hak atas tanah mempunyai fungsi oosia1, 

dan hak-hak at.as tanah meliputi juga kewajiban dari pemegang:nya. Pemegang bak 

atas tanah tidak mempunyai hak untuk menggunakan tanahnya sedemikian rupa 

u AP Parlindungan, Pendaftarall Tano!J di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1999, 
hlm.l32 
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sebingga baik secara langsung maupun tidak langsung memenuhi kepentingan 

umum. lni semua sesuai dengan hukum adat yang berkaitan dengan hubungan 

antara individu dan masyarakat Bila kewajiban ini diabaikan, maka Negara 

benvenang untuk membatalkan haknya, sehingga tanahnya menjadi tanah negara. 

Menurut Arie Hutagalung, UUP A membedakan hak penguasaan tanah 

menjadi dua kelompok. yaitu hak atas tmah dan hakjaminan atas tanah. 

Hak atas tanah dapat dibagi dalam dua kat<::gori yaitu: 

1) Semua hak yang diperoleh hngsung dari Negara, disebut hak primer, dan; 

2) Semua yang berasal dari pemegang hak atas tanah lain berdasarkan pada 

peljanjian bersama, disebut hak sekunder. 

Kedua hak tersebut pada umumnya mempunyai persamaan, dimana pemegang 

haknya berhak untuk menggunakan tanah yang dikuasainya untuk dirinya sendiri 

atau untuk mendapat keuntungan dari orang lain meJalui per:janjian dimana satu 

pihak memberikan hak-hak sekunder pada pihak lain. 

Hak primer (hak atas tanah yang diperoleh tangsung darl Negara) terdiri 

dari Hak Milik, Hak Guna Usa.ha, Hak Guna Banguna~ Hak Pakai dan Hak 

Penge1o1aan. Tiap-tia.p hak mempunyai karakteristik tersendiri dan semua harus 

didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang sekarang 

telah diganti dengan Pemturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Hak sekunder 

{hak atas ta.nah yang bernsal dari pemegang hak lain berdasa-.-kan pada perjanjian 

bersama) terdiri dari hak sewa,- hak usaha bagi has:it, hak gadat. dan hak 

menumpang. Pasal 53 UUP A menentukan bahwa hak usaha bagi basil, dan hak 

menumpang, hak sewa, dan hak gadai, dan hak gadai tanah pertanian akan 

dihapuskan. Ini meropakan pelaksanaan asas-asas yang tercantum pada pasai 10 

Urulang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa tanah pedanian harus 

hams diolah oleh pemillmya sendiri. 
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2.1.2.1 Peralihao Hak Atas Taoab 

Menurut Hutagalung dan kawan-kawan, yang dimaksud dengan 

pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas 

tanah kepada pihak lain. 12 Peralihan hak atas tanah dilakukan apabila pihak yang 

memerlukan tanah memenuhi persyaratan, yaitu : 

1) Sebagai pemegang hak: atas tanah tersedia, dan 

2) Pemegang hak atas tanah tersebut bersedia untuk mengalihkan haknya 

Sedangkan tanah-tanah hak yang dapat dialihkan antara lain sebagai 

berikut : 

(a) Hak Milik 

(b) Hak Guna Usaha 

(c) Hak Gun a Bangunan 

Hal ini diatur daiam pasal 20, ayat (3), dan Pasal 28 ayat 3 UUPA, bahwa Hak 

Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan 

kepada pihak lain. Pasal 43 UUPA meneiapkan tentang peralihan Hak Pakai, 

sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh Negara maka Hak Pakai hanya 

dapat dialihkan kepada pihak lain dengan harus mendapat izin pejabat berwenang 

(ayatl), sedangkan Hak Pakai atas tanah Hak Milik hanya dapat dialihkan kepada 

pihak lain jika hal itu -Gimungkinkan dan atau diatur dalam per:jaujian yang 

b~rsangkutan (ayat2). 

Dalam konteks ini tanah yang dibicarakan adalah tanah hak yang berstatus 

tanah Hak Milik. Pasal 20 ayat (2) UUPA mengatur bahwa "Hak Milik dapat 

beralih dan dialihkan pada pihak lain". Dilihat dari ketentuan tersebut, maka term

term kunci ''beralih" dan "dialihkan" mengandung makna yang berbeda, ''beralih" 

bermakna peristiwa hukum, sedangkan "dialihkan" berarti perbuatan hukum. 

Pengertian "beralih", menurut Budi Harsono, menunjuk kepada 

berpindahnya hak milik pada pihak lain karena pemiliknya meninggal dunia, 

yakni peralihan hak milik ter:jadi karena pewarisan (meninggal dunia) atau 

"karena" peristiwa hukum. Ini bemrti bahwa dengan meninggalnya pemilik, maka 

ahli warisnya memperoleh tanah bak miliknya, sedangkan pengertian "dialihkan" 

11 Arie Hutagalung. Op-Cir, hlm.74 
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mcnunjuk pada berpindahnya hak milik kepada pihak lain "karena perbuatan 

hukum" yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain tersebut 

memperoleh hak itu. Adapun perbuatan dimaksud dapat teljadi melalui jual beh, 

tukar menukar, hi bah, a tau pemberian dengan wasiat (lazim dlsebut juga "hi bah 

wasiaf' atau "legaat" yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur 

dalam pasal 957 dan berikutnya). Pada jua1 beli, tukar menukar dan hihah, hak 

milik yang bersangk:utan berpindah sewaktu pernililrnya masih hidup, seda.ngkan 

pada pemberian dengan wasiat peralihan hak milik itu terjadi setelah ia meningga1 

dunia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pernlihan hak karena 

pewarisan diatur dalam pasat 42. 

Peralihan hak atas tanah dapat dildafikasikan kedalam beberapa macarn. 

Budi Harsono mengklarifikasikan macam~macam peralihan hak atas tanah yang 

ditinjau dari dua aspek. yaitu bahwa peralihan hak atas tanah bisa tetjadi karena 

pewarisan tanpa wasiat dan petbuatan hukum pemindahan hak yaitu: 

1) Pewarisan tanpa wasiat, yaitu peralihan bak atas tanah yang teijadi karena 

hukum dengan meninggalnya pemegang hak; 

2} Pcmindahan hak, yaitu peralihan hak atas Umah yang tetjadi karena 

sengaja dialihkan kep.ada pihak lain yang bentuk pemindahan haknya 

seperti : 

a. Jual Beli~ 

b. Tukar Menukat; 

c. Hibab; 

d_ Pemberian menurut adat; 

e. Pemasukan dalam perusahaan atau imbreng. dan 

f. Hi bah wasiat atau legaat. 1l 

Pasal 26 ayat 1 UUPA meneutukan macam-macam pemindahan hak atas 

tanah. Jual beli, penukamn. penghibahan., pemberian dengan wasiat, pemberian 

menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 

memindahkan hak milik serta pengawasatmya diatur dengan Peraturan 

13 Budi Harsono, Op-Cit, him. 296-298 
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Pemerintah, berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa perbuatan~perbuatan 

hukum tersebut tidak bersifat limitatiftetapi masih ada perbuatan lain yang secara 

sengaja dimaksudkan untuk langsung mengalihkan hak milik. 

Menurot Arie Hutagalung, pemindahan hak atas tanah teijadi melalui :14 

1) Jual Beli, yaitu peralihan hak yang terjadi pada saat itu juga secara 

langsung dari penjual kepada pembeli. Yang bersifat tunai, yaitu 

pemindahan hak atas tanah dan pembayarannya secara serentak terjadi 

bersamaan sebagaimana seperti konsepsi hukum adat; 

2) Tukar Menukar, yaitu hak atas tanah tertentu ditukar dengan hak atas lain 

yang seJems; 

3) Hibah, yaitu peralihan hak. terjadi seketika dan lansung sebagai penyisihan 

sebagian dari harta kekayaan seseorang yang diberikan secara cuma-cuma 

semasa ia hidup kepada orang lain yang biasanya mempunyai hubungan 

kekerabatan; 

4) Hibah Wasiat, yaitu peralihan hak terjadi secara langsung menurut 

kehendak terakhir dari sipemberi wasiat, tetapi dengs.n syarat sesudah ia 

meninggal dunia baru tetjadi peralihan haknya. Peralihan hak semacam ini 

pun tidak mudah, dan masih diperlukan perbuatan yang lain dimana 

pelaksanaannya harus me~alui pelaksanaan wasiat kepada si penerima 

hi bah wasiat tersebut, dan ; 

5) Pemasukan dalam perusahaan (imbreng), menurut Budi Harsono, menjadi 

salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang dapat dilakukan di 

hadapan PPAT. 

Dalam hal peralihan hak: tersebut di atas, syarat-syarat subyek hakpun 

hams dipenuhi. Jika subyek selaku eaton penerima hak tidak memenuhi syarat

syarat subyek hak atas tanah yang dialihkan kepadanya sebagaimana ditentukan 

dalam UUPA, tentu saja akan batal demi hokum dan tanahnya akan menjadi tanah 

Negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 

berlangsung serta khusus untuk peralihan hak dengan jual beli maka pembayaran 

14 
Aric Hulagalung, Op-Cit, hlm.75 
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yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dito.ntut kembali (pasat 26 ayat (2) 

UUPA). 

2.1.2 Tentang Jual Beli 

Unsur-unsur pokok (esentialia) dalam perjanjian jual beli adalah barang 

dan harga, sesuai dengan asas "konsensualisme" yang menjiwai hulrum peijanjian 

dalam Kitab Undang~Undang Hukum Perdata. Perjanjian jual beli itu sudah 

dilahirkan pada detik tercapainyll kata sepakat yaitu sepakat mengenai barang dan 

harga, begitu kedua be1ah pihak sudah setuju te11tang harga dan barang, rnaka 

lahirlah jua! beli yang sah. 

Kesepakatan berarti penyesuaian kehendak, narntm kehendak atau 

keinginan ini barns dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan dalam 

hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan 

sepakat yang diperlulcan untuk melahirkan suatu perjanjian atau untuk tercapainya 

jual beii. 

Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan

perkataan. Menyatakan kehendak juga dapat dicapai dengan memberikan tanda

tanda apa saja yang dapat mcntetjemahkan kehendak itu., baik: oJeh pihak yang 

mengambi! prakarsa yaitu pihak yang "menawarkan" maupun oleh pihak yang 

menerima penawaran tersebut. 

Untuk menjadi alat ukur tentang tercapainya penyesuaian kehendak 

tersebut ada1ah pemyataan-pemyalaan yang te1ah dilakukan oleh keduabelah 

pihak. Pemyataan timbal batik dari keduabelah pihak merupakan sumber untuk 

menetapkan hak dan kewajiban bertimbal balik diantaxa mereka. 

Dapat dikatakan bahwa menurut ajaran yang sekarang dianut dan juga 

menurut yurisprudensi, pemyataan yang boleh dipegang untuk dijadikan dasar 

sepaka~ adalah pemyataan yang secma obyektif dapet dipercaya. Oleh karena itu 

ma.ka sudah tepatlah adanya petjumpaan kehendak (konsensus) itu diulror dengan 

pemyataan-pernyataan yang secam bertimbal balik telah dikeluarkan. Berdasarkan 

pemyatan-pernyataan bertimbal ba.lik itu dianggap bahwa sudah dilahirkan 
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sepakat yang sekaligus melahirkan perjanjian (yang mengikat seperti undang

undang). 

2.1.2.1 Jual Beli Menurut Kltab UndangMUndang Hukum Perdata 

Jual bell menurut KUHPerdata adalah suatu perjanjian bertimbal balik 

yaitu pihak yang satu (sipenjual) beijanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu 

barang. sedang pihak yang Iainnya (sipembeli) beijanji untuk membayar harga 

yang terdiri atas sejumiah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut 

Perkataan jual beli menunjukan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan 

menjual. sedangkan pih:ak yang lain dinamakan membelL 

Unsur-unsur pokok (essentalia) peijanjian jual beli adalah barang dan 

harga. sesuai dengan asas "konsensualisme" yang menjiwai hukum perjanjian 

KUHPerdata, perjanjian j•Jal beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya 

scpakat mengenai barang dan harga, Begitu kedua pihak sudah setuju tentang 

harga dan harang, maka lahirlah jual beli yang sah. 

Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu petjanjian 

diatur dalam buku m hagian kodua (dari pasal 1320 sampai dengan pa .. l 1337) 

KUHPerdata. Syarat~arot yaltg dimak:sudkan untuk sahnya suatu perjanjian 

tercantum dalam pasai 1320 KUHPerdata, ditentukan 4 (empat) syarat: 

1) Sepa:kat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2} Kecakapan untuk membuat suatu perikattn: 

3} Suatu haltertentu; 

4) Suatu sebab yang halal." 

Keempat unsur tersebut diatas sclanjutnya1 dalam doktrin ilmu hukum 

yang berlrembang, serta digolongkan kedalam : 

1) Syatat subyektif. dua unsur pokok yang menyangkut subyek yang 

mengadakan perjanjian yang mencakup adanya unsur kesepakatan darl 

para pihak yang betjanji dan kecak.apan dari pihak-pihak yang 

melaksanakan perjanjian. 

u SubektL R., Op.-Cit, htro.305 
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2} Syarat obyektif. dua unsur yang berhubungan langsung dengan obyek 

perjanjian. yang me11puti keberadaan dari pokok persoalan yang 

mempakan obyek yang dipetjanjikan serta kausa dari obyek yang berupa 

prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu tidak 

dilarang atau diperkenankan oleh hukurn. 

Apabila salah satu dari keempat unsur tersebut diatas tidak terpenuhi maka te~adi 

cacat dalam perjanjian. dan peljanjian tersebut dapat dibataikan (untuk syamt 

subyektif) atau batal demi hukum (untuk syarnt obyektif). 

Tanah menurut hukum petdata barat tennasuk kedalam benda tidak 

bergerak yang diatur dalam KUHPerdata buku II tentang kebendaan, sedangkan 

mengenaijual beli diatur dalam KUHPerdata bukn ll1 tentang perikatan. Jual Beli 

Tanah menurut hukum barat. khususuya bagi tanah-tanah hak barat, bedaku 

ketentuan-ketentuan dalarn KUHPerdata buku lll.u; 

Pasal 1457 ayat (1 ), jual bcli merupaka.n perjanjian an tara para pihak untuk 

memenuhi prestasi yang diJWxjanjikan, Menurut pasal ini jual beli tanah ad31ah 

suatu peijanjian dalam mana pihak yang mempunyai tanah yang disebut penjua11 

berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hliknya atas tanah yang 

bersangkntan kepada pihak lain yang disebut PembeiL Sedang pihak perubeli 

berjanji dan mengika1kan diri untuk membayar harga _yang telah disetujui. 

Tenta.ng yang diperjual bclikan menurut ketentuan hukum barat ini adalah tanah~ 

tanah hak barat yaitu tanah hak eigendom, erfpacht dan opstal. 

Pasa1 1458 ayat (2),jual bcli terjarli sejak ada kala sepakat (penerapan asas 

konsensualis). Pihak. Penjual dan Pihak Pembeli bersepakat untuk memenuhi apa 

yang telah dipetjanjiakan, yaitu penjual rnenyerahkan haknya atas tanah, dan 

pembeli membayar harga yang sudah disepak.ati. 

Pasal 1459 ayat (.!), jual bell barus diilruti dengan perbualan hukum 

peralihan hak (leven'ng juridische) dari penjual kepada pembeli, yang menurut 

isrilah umum dikatakan "batik nama" dikantor kadaster. Jual beii tanah 

(khususnya bagi tanah~tanah hak barat) selama bedakunya UUPA~ yang menurut 

'
6 

lbfd, htrn. 26-27 
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ketentuan KUHPerdata buku HI tidak cukup banya Q:engan adanya petjanjian jual 

beli saja (obligatoire cvereenkomst). tetapi harus juga diikuti dengan penyerahan 

secara hukum (juridisch levering). Penyerahan secara hukum mencakup, 

perbuatan hukum peralihan hak dan pendaft.aran jual be1i tanah yang 

bersangkutan, yaitu pendaftaran perbuatan hukullUlya (registratiou of deeds). rl 

Dalam kehidupan sosial sesama masyarakat dapat menimbulkan perbuatan 

hukum dengan maksud untuk mengadakan perhubungan hukum sesamanya . 
• 

Perhubungan hukum yang terjalin sebagai akibat perbuatan hukum akan 

melahirkan suatu perikatan, disamping perikatan itu dapat lahir dari ketentuan 

Perundang-Undangan, selain itu juga dapat lahir dari suatu perjanjian yang dibuat 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan.18 

Asas-asas hukurn perikatan di dalam Kitab Undang-Undang Hulrurn 

Perdata diatur pada buku m Titel I sampai d~gan Titel N (pasa1 1233 sampai 

dengan pasal 1456). Apabila kita tinjau rurnusan pasal-pasal yang mengatur 

tenb.ng perikatan diatas, maka nyatalah bagi kita bahwa KUHPerdata tidak 

merumuskan apa sebenamya yang dimaksud dengan perikatan, melainkan hanya 

menyebutkan tujuanya saja seperti yang tercantum dalam pasal 1234 KUHPerdata 

yang menyebutkan : 

" tiap- tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat 

sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". 19 

Untuk rnengetahui apa sebenamya yang dimaksud dengan perikatan itu, 

kita bisa melihat defenisi atau batasa.n yang diberikan oleh ahli hukum, yaitu 

antara lain : 

I) Subekti memberilrun deftnisi perikatan sebagai berikut : 

''perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau du.a 

pihak, berdasarkan mana pihak satu dapet menuntut sesuatu hal dari pihak 

1-? Arie Hutagalung.. ibid, him. 76 
11 

Kanini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikrztan Yon,g Lahir Dari Per;jall}irm, Jakarta: 
Raja Grafindo, 2006, htm.? 

u Subekti. R, Kitub Undang~Undang Hukum Perdata. Bugerlijk Wei Book, Jakarta: 
P'radya Para tam a, 1985, b!m.29 i 

Un1versltas Indonesia 

Jual Beli..., Don Arfan, FH UI, 2009



23 

yang lain. dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan 

itu.10 

2) Hoffman mendefinisikan perikatan sebagai berikut: 

.. perikatan adaiab suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek

subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari 

padanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk becsikap 

menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain yang berhak atas s.ikap 

yang demikian itu". 21 
. 

3) Sedangkan Pitlo memberikan batasan perikatan sebaga1 berikut: 

"perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bcrsifat harta kekayaan 

antam dua orang atau lebih atas dasar mana pibak satu dapat berhak 

(kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu peristiwa".n 

Didalam pasall233 KlJHPerdata. perikatan dibagi menjadi dua golongan, 

yaitu : 

l. Perik:atanyang bersumber pada peljanjian ; 

2. Perikatan yang bersum~r pada Undang-Undang. 

Dengan demilcian dapat dik.atakan bahwa apabila kita membicarakan 

masalah perjanjian, rnaka akan tidak terlepas kaitannya dengan masalah perikatan. 

sebab antara perikatan dengan perjanjian mempunyai hubungan yang sangat erat 

Penulis mengatakan demikian karena perjanjian merupakan salah satu sumber 

terbitnya suatu perikatan. 

Adapun pengertian peijanjian didalam pasall313 KUHPerdata adalah: 

"suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih".23 

Apabila perumusannya yang disebut dalam pasa! 1313 KUHPerdata kita 

perhatik.an dengan sesakma, maka nyata!ab bagi perumusan ter.rebut kurang 

:w Subekti. R, Hukwn Perjanjian, Cetakan Kesembilan., Jakarta: lntermasa, 1984, hlrn.1 
11 Setiawan. R, Polwk~Pokok Hwk:um Perikotan, Cet.akan Kcempat, Bandung: Bina Cipla, 

1995, hlm-2 

lZ Ibid, h\m,2. 
23 Subekti. R. Op-Cit, hlm.304 
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lengkap, karena apa yang dimaksud dengan perbuatan dalam pasal !.313 

KUHPerdata tersebut kurang jeJas artinya, apakah perbuatan itu perbuatan biasa, 

perbuatan hukum atau perbuatan melawan hokum, terlalu luas .sebab pasal 

tersebut menyatakan bahwa satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap orang 

lain, sehingga perwakilan suka rela dan perbuatan melawan hukum termasuk di 

dalamnya, 

Terhadap ketidaklengkapan pasall3l3 KUHPenla!JI ini dikemukakan pula 

oleh R.Setiawan. dan beliau memberikan suatu koreksi atas pasal terSt:but sebagai 

berikut: 

1) Perbuatan harus diartikan sebagi perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang 

bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. 

2) Menambah perkataan "atau sating mengikatkan dirinya" daJam pasal 1313. 

Sehingga perumusan menjadi "persetujuan adaJab suatu perbuatan hukum, 

dimana satu orang atau leblh mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan 

dicinya terbadap satu orang atau lebih".24 

Kemudian dl samping pengertian perjanjian yang dirumuskan di dalam 

pasal t313 KUHPerdata tersebut diatas., sebagai iJustrasi perbandingan penulis 

akan mengemukakan apa yang dikatakan oleh Subekti tentang pengertian 

perjanjian sebagai \-!erikut : 

"suatu perjanjian ada[ah sutau peristiwa dimana orang betjanji kepada 

seorang lain atau dua orang itu saling bCijanji me1aksanakan sesuatu hal". 

Suatu pe:rjanjian ada1ah merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan 

kata sepakat antam dua orang atau lebih yang rnenimbulkan akibat-akibat hukum 

yang diperkenankan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan akibat-akibat 

hukum yang diperkenank.an oleh Undang-Undang. lni berarti meropakan suatu 

perbuatan bukum dirnana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri atau sating 

beuanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuaru hal. 

Dapatlah dikatakan bahwa suatu peijanjian pada umumnya bersifat 

konsensual (konsensueel). Asas konsensuatitas ini mempunyai arti yang 
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terpenting, karena untuk me1ahirkan suatu perjanjian adalah cukup dengan telah 

dieapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu sudah 

dilahlrkan pada saat atau detik tercapainya kata sepakat (consensus). 

ApabiJa kita tinjau apa yang dirnaksud dengan perikatan, dan apa 

pengertian dari perjanjian, rnaka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut: 

l) Perjanjian merupakan suatu perbua:tan hukum yang nyata a tau konkrit 

yang dapat dilihat dengan jelas melalui kata~kata. isi perjanjian atau jug 

adapt ditafsirkan menurut suatu ukuran biasa. Karena perjanjian dapat 

dilakukan dengan berbagai roacam cara, yaitu dengan cara lisan atau 

tulisan, sehingga ak:ibat dari perjanjian terselmt menerbitkan suatu 

hubungan hukum (perikatan). 

2) Sedangkan perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak dan tidak 

dapat dilihat dengan nyata, tapi dapat (libayangkan dan dipikirkan serta 

terbit paling banyak dari persetujuanlpetjanjian. 

Dengan dcmikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa diadakanya suatu 

petjanjian akan melahirkan suatu perikatan. yakni suatu hubungan hukum 

antara pihak-pihak yang rnengadakan suatu perjanjian. Dari perikatan itu 

lahir hak dan kewaj!ban masing-masing pibak untuk menuaikan apa yang 

telah dijanjilum. Dengan kata lain perjanjian merupakan saiah satu sumber 

yang melahirbn suatu perikatnn. 

Irikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang 

yang beritikad baik menaruh keperoayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang 

dianggapnya jujur dan tidak menyembunyik.an sesuatu yang buruk yang 

dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan~kesulitan.~ 

Menurut "bezit geldt als volkemen title" yang teroapat dalam pasal 1977 

ayat (I) KUHPetdata pada bakekatnya bertujuan untuk melindungi seseorang 

pembeli barang bergcrak yang jujur at.au beritikad baik. Olch kerena adagium si 

pembeli yang beritikad baik barus dilindungi, didalam hukum adat berlaku tidak 

hanya didalam lalu lintas barang bergerak saja, akan tetapi bedaku untuk semua 

macam barang1 baik bcrgerak maupun tidak bergerak. 

lS SubcktL R, Aspek~4spek Hulffim Perikalan Nasitmal, Bandung: Alumni, 1976, hlm.28 

Universitas Indonesia 

Jual Beli..., Don Arfan, FH UI, 2009



Z6 

Di dalam beberapa yurispudensi perihaJ kehadiran seorang pejabat (kepala 

desa) dalam transaksl~transaksi. terutama yang mengenai tanah. yang membuat 

transaksi itu terang dalam arti bahwa tidak ada hal-hal yang disembunyikan oleh 

satu pihak, dengan demik:ian suatu perjanjian yang dila1ruk.an dimuka seorang 

Pejabat/Kepala Desa, maka para pihak dapat dianggap beritikad beik. 

Apabila itikad baik pada waktu membuat suatu perjanjian bemrti 

kejujuran, maka itikad baik daJam tahap pelaksanaan perjanjian adalah keputnsan, 

yaitu suatu penilaian baik terhadap tindakan-tindakan suatu pihak da1arn hal 

melaksanakan apa yang te!ah dijanjikan, Da1am pasal 1338 ayat (3} KUHPerdata 

memerintahkan supaya semua perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. 

Apabila Undang-Undang menetapkan bahwa barang siapa berdasarkan suatu 

perikatan diwajibkan menyerahkan suatu barang, diwajibkan merawatnya sebaik

haiknya dengan minat seperti barang miliknya sendiri, sarnpai pada saat 

tedaksananya penyerahan tersebu~ maka itu adalah suatu ketentuan yang 

ditujukan kepada itikad baik dalam melaksanakan suatu kewajiban huk:um. 

Di samping pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa suatu 

perjanjian, mengikat sebagai undang~undang yang bertujuan untuk meningkatkan 

kepastian hukum, maka pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dengan memerintahkan 

supaya perjanjian dilaksanakan berltikad baik. Tujuan itikad baik agar mencegah 

kelakuan yang tidak patut atau sewenang-wenang dalam pelaksanaan lersebut. 

Bagi pibak penjual ada kewajiban utama yaitu, kewajiban menyerahkan 

hak milik atas barang yang dipeljualbebKan kew.giban mcnyerahkan hak milk 

mellputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan 

hak milk atas barang yang diparjualbelikan itu dari sipenjual kepada sipambeli. 

Ada 3 (tiga) macam penyeraban hak milik: yang masing-masing ber1aku 

untuk masing-masing macam barang yaitu: 

1) Untuk barang bergemk; 

untuk bamng bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barnng 

itu. Dalam pasal612 KUHPerdata disebutkan: 

"Penyeraben kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh 

dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itulah atas 
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nama pemilik, atau dengan pen:yerahan kunci-kunci dari bangunan 

dalam mana kebendaan itu berada". 

Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus 

diserahkan dengan alasan hak lain. teiah dikuasai oleh orang yang hendak 

menerimanya. 

2) Untuk barang-baxang yang tidak bergerak 

Untuk barang-barang yang tidak bergerak dengan perbuatan yang 

dinamakan "balik nama.. dirnuka pegawai kadaster, pasal 616 

KUHPerdata menyebutkan hahwa : 

"penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tidak bergerak dilakukan 

dengan pengumuman akan akta yang bersangk:utan dengan cara seperti 

ditentukan dalam pasal620 ... 

Selanjutnya dalam pasal 620 KlJPerdata disebutkan : 

"dengan mengindahk:an ketentuan-ketentuan tcrmuat dalam tiga pasal 
yang latu, pengu:muman tennaksud d.latas dilakukan dengan 
memmindabkan sebuah salinan otentik yang 1engk:ap dari akta otentik 
atau keputusan yang ben;angkutan dengan ke kantor penyimpan 
hipotik. yang mana dalam Iinglwngannya barang-barang tak bergemk 
yang harus diserahkan berada) dan dengan membukukannya dalam 
register:. 

Bersama-sama dengan memindahkan tersebut, pihak yang berkepentingan 

harus menyampaikan pula kepada penyimpan hipotik sebuah satinan 

otentik yang kedua atau sebuah petilim dari akta atau keputusan itu, agar 

penyimparum mencatat di daJamnya hari pemindahan besernt bagian dan 

nomor dari register yang bersangkutan. 

3} Barang tak bertubuh 

Barang tak bertubuh dengan perbuatan yang dinamakan cesie sebagaimana 

diatur da1am pasa1613 KUHPerdata yang herbunyi: 

"Penyerahan akan hutang piutang atas nama dan kebendaa.n tak bertubuh 

lainya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawab 

tangan, dengan mana hak-hak at.as kebendaan itu dilimpahkan kepada 

orang lain'~. 
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Kewajiban utama sipembeli adalah membayar harga pembelian pada 

waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut petjanjian, harga tersebut 

harus berupa sejurnlah uang, meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan didalam 

suatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub didalam 

pengertian jual heli. 

2.1.2.1 Jual Beli Menurut Hukum Taoah Nasionai!Hukum Positif 

Jual beli ianah menurut Hukum Tanah Nasinal!Hukurn · Positif adaJah 

pemindahan bak atas tanah untuk selama-lamanya, yang dalam hukum adat 

dinarnkan 'juaJ beh lepas .. dan betsifat "tunai", artinya begitu terjadi jual beli 

ma.ka saat bersamaan tetjadilah pernliban hak alas tanah dan pembayaran Junas, 

sehingga sejak saat itu terputus bubungan antara pemilk lama dengan tanahnya 

untuk selam.a-lamanya. 

Peralihan hak tersebut menurut Hukurn Tanah Nasiona11Hukum Positif 

adalah pera.lihan penguasaan secara yuridis dan secara fisik sekaligus. Adakalanya. 

peralihan hak tersebut baru secara yuridis saja karena secara fisik tanah masih 

berada dibawah penguasaan orang lain (misalnya hubungan sewa yang belum 

berakhir jangka waktunya), sehingga penyerahan secara fisik menyusul kemudian, 

Pembaya'l'Tt harga oleh pembcli kepada peajua1 (yang dikatakan "tunai"}, 

mengandung dua kemungkinan : 

I) Dibayar seluruhnya pada saat te~adinya jual beli,atau; 

2) Baru dibayar sebagian (belum lunas). Pembayaran sebagian tersebut 

biasanya karena tanah yang bersangkutan secara fisik rnasih dilruasai oleh 

pihak lretiga dan belum diserahkan kepada pibak pembeli. 

Walaupun demiklan jual bali dinyatalam telah selesai dan sah apabila sudah 

memenuhl: 

(a) Penyeraban secara yuridis, dan 

(b) Telah dibayar sebagian."' 

Ini berarti bahwa penyeraban fisik tanah dan pembayanm stsa barga dapat 

menyusul kemud:ian. harga yang tersisa ternyata tidak dilunasi oleh pib.ak pcmbeli 

16 Arie Hutagalung. Op. Cft., him. 78 
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maka hanya timbul masa1ah hutang piutang saja, dan termasuk dalam hukum 

tentang hutang piutang.. yang tidak dapat dituntut atas dasar jua1 beli tanah, buena 

jual beli (pera1ihan hak atas tanah) dinyatakan telah selesai. 

Tala cara jual beli tanah menurut Huk:um Tanah NasJonaVHukum Positif, 

dengan memakai akta jual beli dibuat dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta 

Tanah), dan hanya jual beli yang memakai akta tersebut yang dapat dijadikan 

dasar untuk pendaftaran {"balik nama .. ) di Kantor Pertanahan. Ketentuan tentang 

inl merupakan sistem yang harus dan sudah menjadi ketentuan yang harus ditaati. 

Pasal I butir 2 Pmturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 rnenetapkan 

PPA T sebagal "Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat ak:ta~akta 

tanah tertentu", pasal 1 Pertauran Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Pemt'..Iran Jaktan Pejabat Pembuat Akta Tanah menetapkan bahwa "Pejabat 

Pembuat Akta Tanah" adalah Pejabat Umum yang dibed kewenangan untuk 

membuat akta-akta perbuatan bukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun". 

Keperluan untuk dibuatk:an akta PPAT adalah peralihan bak atas tanah 

ahm Hak Milik Atas Sab.ian Rumah Susun. Perbuatannya dapat melalui jual bell, 

tukar menukar. pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan huk:um lain kecuali 

peralihan hak melaiui le1ang. 

PPAT juga dapat membuatkan akta jual beli tersebut terhadap tanah bekas 

Hak Milik Adat yang belum berserlipikat, dan untuk membuat akta jual beli 

tersebut didasarkan pada suatu alas hale (girik, petuk c, krlketil dan lain-lain) dan 

PPA T akan rnetlC()CQkan alas hak tersebut dengan data. yang ada pada Kantor 

KelurahanlDesa setempat 

Selanjutnya mengenai apa yang ada diatas tanah tersebut seperti terdapat 

bangunan atau tanaman kerns, maka hal ini tergantung pada maksud atau 

kesepakatan. Apabila obyek y.mg dimaksud untuk dijual adalah tanah berikut 

bangunan rumah/tanaman yang kerns yang berada diatasnya, maka dalam akta jual 

beli dengan tegas hams disebutkan semua secara terperinci. begitu juga 

sebaJiknya, apabila yang menjadi obyek penjualan itu hanya tanah saja, maka 

didalam akta jua! beli yang dibuat PPAT terse but haros dijelaskan juga bahwa jual 

Universitas Indonesia 

Jual Beli..., Don Arfan, FH UI, 2009



30 

beli tersebut tidak termasuk bangunan rumah dan tanaman-tanaman kents yang 

melekat atau tumbuh diatasnya. Hat ini sesuai dengan asas pemisahan horizontal 

yang bersumher pada hukum a.dat. 

Selain itu, apabila ada sisa harga yang belum dibayar atau penyerahan fisik 

tanah belum dilakukan, juga harus dise:butkan secara tegas dalam akta jual bell 

tersebut. Penjual atau wakilnya dan pernbeli atau wakilnya harus hadir didepan 

PPAT untuk menandatangani akta jual belt dengan disaksikan oleh sekurang~ 

kurangnya 2 (dua} orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai 

saksi dalam perbuatan hukum itu. Baik penjual (kuasanya), pembeli (k:uasanya), 

maupun saksi~saksi dan PPAT, semuanya harus menandatangani akta tersebut, 

yang kemudian akta berikut berkas-berkasnya dibawa ke Kantor Pertanahan 

setempat untuk dilak:ukan pendaftarnn. 

Kantor PPAT bersifat tertutup. karena memang ia harus menyirnpan 

rahasla orang-orang yang berkepentingan yang menghadap atau yang memerlukan 

jasa PPAT. Maka dari itu, dengan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT, orang 

yang tahu tentang adanya jual beli tersebut terbatas, lain balnya jika sudah 

didaftarkan pada Kantor Pemutaban. maka dari pendaftaran itu selaln memperkuat 

pembuktian karena perbuaten bukum itu dicatat dalam buku tanah dan sertipikat 

hak tanab, juga mempecluas pembuktian k:arena setiap omng atau siapa saja yang 

berkepentingan dan memerlukan keterangan tentang tanah tersebut dapat 

mengeceknya pada Kantor Pertanahan seksi pendaftaran tanah ~imam~ data-data 

tentang tanah tersebut disimpa.n dan sewaktu~waktu terbub. untuk umum, 

Tata cara jual beli tanah menurut Hukum Tanah NasionalJHukum Positif 

sebenarnya sama dengan tata cara jual be1i tanah yang berlaku menurut hukum 

adat yang dikena1 dengan isrilah .. jual lepas" dan .. ten:mg" sifatnya. Berdasatkan 

uraian tersebut. maka sebelumnya UUPA. tata cam jual beli tanah hak milik adat 

dilakukan menurut norma~nonna bulrum tanah adat Sesudah UUP A, tata cara jual 

beli tanah dalam Hukum Tanah Nasionai!Hukum Positif bersurnber pada Hukum 

Adat :27 

21 Ibid, blm. 80-81 
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1) Antara tanggal 24 September 1960 sampai dengan 24 Sepeteruber 1961 

UUPA belum mempunyai peraturan pe1aksanaan tentang tata cara jual beli 

tanah sehingga untuk sementara periode tersebut masih dlpergunakan tata 

cara menu rut norma~norma hukum adat sebagai "pelengkap". 

2) Setelah tanggal 24 Sepetember 1961, dengan berJakunya PP Nomor W 

Tahun 1961 sebagai Peraturan Pelaksana UUPA tentang tata cara jual beli 

tanah. 

3) PP Nomor 10 Tahun 1961 diganti dengan PP Nornor 24 Talum 1997 yang 

mulai ber1aku tangga1 8 Oktoher 1997 dan sebagai Pernturan Pelaksananya 

adalah PMNAIKBI'N Nomor 3 Tahun 1997. 

Sebagaimana dlsebutkan pada butir a dan b sesu.ai dengan ketentuan pasal 

19 dan 22 dari PP Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diubah dengan PP 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa jua1 beli tanah selain 

harus dilakukan dihadapan PPAT dan dibuatkan akta jual beli, juga harus diikuti 

dengan pendaftaran jual belinya pada kantor pertanahan. Pendaftaran tanah 

tersebut dapat sebagai pendaftaran tanah pertama ka.li atau pendaftaran tanah 

dalam rangka pemeliharun data. 

Jual beli tanah menurut Hukum Adat atau lazim dinamakan ·~ual lepas'', 

bersifat terang dan tunai. "Terang .. artinya peralihan hak atas tanah dari penjual 

kepada pembeli harus dilakukan dibadapan Kepala A<iat atau Kopala Desa. 

sedangkan '"Tunai" artinya perlaihan bak atasa ta.nah dari penjual kepada pembeli 

tetjadi serentak dan seca.ra berSamaan dengan pembayaran luuga ( dianggap lunas 

walaupun kenyataannya banya dibayar uang mukalpanjar) dari pembeli kepada 

peqjual. 

Mengenai jual beli tanah menurut hukum adat, "jual beli tanah" bukan 

perbuatan hukum yang merupakan apa yang disebut "petjanjian obligatoir. Jual 

beli tanah dalam hukum adat merupakan perbuata.n pemindahan hak dengan 

pembayanm tunai, artinya harga yang disetujui bersamaan dibayar penuh pada 

saat dilakukan jual beli yang bersangkutan. Dalam hukum adat tidak ada 

pengertian penyemhan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum penjual, 

karena justru apa yang disebut '1ua1 beli tanah" itu adalah penyerahan hak atns 

Universitas Indonesia 

Jual Beli..., Don Arfan, FH UI, 2009



32 

tanah yang dijual kepada pernbeli yang pada saat yang sama membayar penuh 

kepada penjual harga yang telah disetujui berSama. Maka jual beli tanah menurot 

pengertian hukum adat ini salah satu sumber bagi Hukum Tanah NasionalJHukum 

Positi[ 

Sebagai bukti telah terjadi jual beli dan selesai peralihan hak tersebut, 

dibuatlah "suratjua1 beli tanah" yang ditandatanga.ni oleh pihak penjual dan pihak 

pembeli dengan dlsaksikan oleh Kepala Adat/Kepala Desa dan Sckretaris/Staf 

Desa. Yang fungsinya ada!ah untuk : 

1) Menjamin kebenaran ten tang status tanahnya, pemegang haknya, dan 

keabsahan bahwa telah dilaksankan sesuai hukum yang bedaku ("terang"). 

2) Mewakili warga desa (unsur publisitas). 

Turnt sertanya pihak ketiga yaitu Kepa1a Adat!KepaJa Desa dan 

Sekretarislstaf Desa daJam teta.nsaksi jua1 beli tanah tidak merupakan syarat 

mut1ak untuk sahnya tamsala::i tersebut Makarnah Agung dalam keputusannya 

tanggal 13 Desember 1958 Reg.4/K/Rup/1958, mengenai sengketa tanah di 

Salatiga, Jawa Tengah, berpendapat bahwa "menurut hukum adat", ikut sertanya 

Kepala Desa dalam teransaksi jual beli tanah bukan suatu syarat mutlak untuk 

sahnya jual beli, seba1iknya waiaupun jual beli itu dilakukan tidak sesuai dengan 

peraturan-per-bnm yang ditetapkan menurut huku.ro adat. masih dapat dianggap 

sah bila transaksi itu dilakukan dengan "itikad baik", dan juga menurut hukum 

ada.t surat jual beli tanah merupakan alat bukti kepemilikan hak at:as tanah. 

Keputusan Makamah Agung Norp.or 123/K/Sip/1970 rnenegaskan sahnya 

jual heli ditentukan oleb syarat materil dari perbuatan jual beli yang bersangkutan, 

bukan oleb pasal19 PP Nomor 10 Tahun 1%1 yang kemudian diganti dengan PP 

Nomor 24 Tahuo 1997. Sedangkan syarat materi1 yang dimakaud adalah : 

l) Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan ; 

2) Pernbeli berhak membe!i tanah yanag bersangkutan ; 

3) Tanah hak yang bersangkutan bu!eh dipeljualbe!ikan menurut hokum; 

4) Tanah hak yang bersangkutan tidak dalam sengketa. 

Keputusan MA tersebut menyangkut suatu kasus hibah tanah di Bali pada tahun 

1964 yang dilakukan di depenBandesa (yaitu wakil kepala desa), berupe 
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penegasa.n dan penjelasan tent.ang hubungannya dalam rangka pelaksanaan jua1 

beli tanah menurut hulrum tanah positif. Intinya dari putusan MA tersebut parla 

dasamya menegaskan bahwa jual beli tanah rnenurut hukum positif yang beij iwa 

hukum adalah sebagai berikut : 

1) Jual beli atau pemindahan hak bersifat tunai; 

2) Jual beli dihadapan PPA T bukan merupakan syarat sahnya juat beli, 

melalnkan ditentukan oleh syarat materil dari jual beli ~ 

3) Perbuatan jual beE dilakukan dihadapan PPAT hanya syarat untuk 

pendaftaran jual beli di Kantor Pertanahan, seksi Pendaftaran tanah. 

2.1.3 Tentaog Pendaftaran Tanah 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyempumakan 

Peraturan Pemerintab Nom or I 0 Tahun J 961, terus tetap dipertabankan baik 

tujuan dan sistem yang digunakan, sebagaimana suatu perintah dari pasal 19 

UUP A, yang berbunyi sebagai berikut : 

1) Untuk menjamin adanya kepastian hukum oleh Pemerintah 

dladakanlah pendaftaran tanah diseluruh wi1ayah Republik Indone:>ia 

menurut k:etentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah 

2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasa~ ini meliputi: 

a) Pengulruran, perpetaan dan pembukuan lanah 

b) Pendaftaran hak-hak alas tanah dan peralihan hah-hak tersebut 

c} Pemberian surat~surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai a!at 

perabuk!ian yang lrual 

3} Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara 

dan masyarakat, kepeduan lalu lintas sosial ekonoml serta 

kemungkinan penyelenggamanya. menurut pertimbangan Menteri 

Agrnria 

4) Dalam Peraturan Pemerin!ah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 

dengan pendaftarnn tennaksud dalam pasal 19 ayat ( 1) tersebut diatas, 

dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 

pembayaran biaya-biaya tersebut. 
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Pelaksanaan pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut oleh Pernerintah telah 

diterbitkan PP Nomor 10 Tahun 1961 yang disempumakan dengan PP Nomor '24 

Tahun 1997. Pada hal<ikatnya sudah ditetapkan dalam UUPA yaitu hahwa 

pendaftara.n tanah dlselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian 

hukum dibidang pertanahan dan bahwa sistem pubJikasinya adalah sistem negatif, 

tetapi yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat bukti 

bak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sepertinya dinyatakan dalam 

pasall9 ayat (2) hurf c, pasal23 ayat (2), pasal32 ayat (2) dan pasal38 ayat (2). 

Pendaftaran juga tetap dilakukan dengan dua cara yaitu secara sistematik 

yaitu, kegiatan pendaftaran tan11h untuk pertama kaJi yang dilakukan secara 

serentak yang meliputi semua obyek pendafiaran tanah yang belum didaftar daJam 

wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/K.e]urahan. Pendaftaran tanah secara 

sporadik yaitu, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau 

beberapa obyek pendaftarnn tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

Desa/Kelurahan secam individual atau masal.28 

Pendaftru:an tanah dimulai dengan didirlkalUlya kantor kadaster (S 1834~ 

27) pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yang melak:ukan pendafta:ran tanah. 

Akhimya kita membentuk PP Nomor 10 Tahun 1961 yang dahulu terpusat 

dibeberapa Kota dipusat'i'usat perdangan ataupun dimana masyarakat barat sudah 

berkembang. 

Pcndaftanm tanah di Indonesia sekarang ini adalah suatu .. recht kadaster• 

a tau "legal kadasteY', yaitu pendaftaran yang diadakan dalam rangka menjamin 

kepastian hukum serta untuk adanya kepastiar! hak atas tanall (pasal 19 ayat (I) 

UUPA). Pendaftaran tanah atau "end regi&tration" temyata tidak hanya 

mendaftarkan tanahnya secara fisi~ melainkan juga mendaftarkan hak-hak lain 

yang membebaniya.19 

Berkaitm dengan ruang lingkup pendallaran tanah yang disebutkan dalam 

pasall9 ayat (2) UUPA tersebut dia!As sehagai berikut: 

u Pl Qrianus SP Sangsun, Tata Cara Menguros Scrtiplfmt Ttmah. Jakarta: Visimedia. 
2007, hlm.23-24. 

n Budi Ha.rsnno., ScgJ-Segi Tee~rifis dan lmplikasi Yuridis Pe:ndtifiaran Tanafl, Makala/1 
pad a Seminar Nasional Keagamaan, Sertipikat dan Permasafahannyo, Y ogyakarta, 1992, hlm, 1 
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"pendaftaran tanah yang dimaksud meliputi : 

I) Pengukuran, pemetaan d~n pembukuan tanah yang menghasilkan peta 

pendaftaran dan sural ukur. Deml pendaftaran dan surat ukur dapat 

diperoleh kepastian mengenai letak. batas dan luas tanah-tanah yang 

bersangkutan inilah yang disebut "as as specialiteit ". 

2) Pendafataom hak atas tanah dan peralihan hak tersebut,. termasuk 

dalam kegiatan ini pendaftaran atas tanah atau pencatatan dari pada 

hak-hak ll'in (baik h2.k-hak 1ainya yang membebani r..ak-hak atas tanah 

yang didaftar itu). Selain mengenai status daripada tanalmya, 

pendaftaran ini memberikan keterangan tenta.ng subyek darl haknya 

(siapa yang berhak) atas tanah yang bersangkutan, dan inilah yang 

disebutdengan "asas openbaarheid". 

3) Pemberian surat-sumt tanda bukti hak, yang mer.urut pasal 19 ayat (2) 

bedaku sebagai alat pcmbuktian yang kuat ( ''sertipikat'}?0 

4) Pendaftaran tanah di Negara Republik Indonesia yang diperintabkan 

oleh pasal 19 UUP A menggunakan sistem publikasi negati( tetapi 

bukan sisitem negatif yang rnumi. Da1am pasal 19 ayat (2} huruf c 

UUPA dinyatakan bahwa pendafta,""an tanah meliputi "pemberian 

surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat". Dalam Pasal 23 ayat (2), pasal 38 ayat (2) UUPA juga 

dinyatakan bahwa pendaft.aran "merupakan alat bukti yang kuat'",31 

Di dalam sistem pen~n moab yang menggunakan sistem publikasi 

yang murni, tidak ada pemyataan babwa pendaftaran merupakan aJat pembuktian 

yang kuat., sebalilmya sistem publikasinya juga bukan sistern publikasi positif 

yang tidak hanya menghasilkan alat pembuktian yang k:uat, melainkan alat 

pembuktian yang tidak dapat diganggu gaga! kebenaranya, 

Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah didefinisikan sebagai •• suatu rangkaian kegiatan yang 

n. Eddy Rucltiyat, Sistem Pendaflaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakttnya UUPA, 
Bandung: Armico, l994, him. 38 

n Budi Harsono, Op·Cit, him. 4 
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dilakukan pemerintah secara terus rnenerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan. pembukuan dan pcnyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar. mengenai bidang~bidang 

tanah dan satuanwsatuan rumah susun, tennasuk pemberlan surat tanda bukti 

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebabninya", Untuk 

keperluan itu sistem pendaftaran tanah yang digunakan pada sisitem pubUkasi 

positif yaitu bukan sistem pendaftaran akta, melainkan apa yang disebut sistem 

pendaftaran Hak (registration oftitles)?2 

Pengumpulan data yuridis dilakukan rnelalui pembuatan akta, akan tetapi 

bukan akta tersebut yang didaftarkan. Ak:ta hanya merupakan sumber data yuridis 

yang diperlukan untuk pendaftaran. Data tersebut diolah dan dibukukan dalam 

suatu buku yang disebut dengan Buku Tanah (register), sedangkun yang 

merupakan surat tanda bukti adalah sertipikaL 

Pengolahan dan pembukuan data daiam buku tanah serta penerbitan 

sertipikalnya dilakukan melalui pemeriksaar. dan penelitian mengenai benaran 

data materil yang bersangkutan. Mengingat hal itu jelas, bahwa sistem publikasi 

di Indonesia bukanlah sistem negatif mumi dan bukan pula sistem positf, 

melainkar. .::pa yang dikenal sebagai sistem publikasi negatif yang mengandung 

unsur-unsur positif. 13 

Pengertian definisi pendaftaran tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997, 

mengandung beberapa aspek. teknis dan yuridis, bahkan apabila definisi tersebut 

ditinjau lebih mendalam Jagi, temyata definisi tersebut merupakan 

penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah berda.sark:an PP 

Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) 

UUPA, yang hanya meliputi pengukuran, perpetaan dan pumbukuan tanah, 

pendaftatan dan peralihan hale atas lanah, sena pemllerian surat tanda bukli 

hakuya atau sertipikat 

n Ibid, him. S 
33 Op~Cit, Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, him, 27 
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Sejak dahulu orang sudah berusaha untuk menciptakan dan mendapatkan 

serta memperjuangkan kepastian hukum. Hal ini dilakukan dengan berbagai 

upaya. Demikian juga dengan Pemerintahan Be1anda yang pada tanggal 21 April 

1834 mengeluarkan suatu peraturan tentang kewajiban Pendaftaran Tanah yaitu 

"Overschrijvings ordonanntie" (3.1834~27), namun yang wajib didaftarkan 

menurut ordonansi ini hanyalah tanah barat yang pemiJknya sebagian besar orang 

Belanda, 

Terhadap tanah adat, tidak arla kewajiban untuk mendafta:rkan t.anahnya. 

Meskipun ada tujuannnya berbeda dengan Overschrijvings Ordonanntie tersebut, 

hanyalah untuk kepentingan pembayaran pajak, bukan kepastian hukum bagi 

pihak yang bersangkutan sedaPgkan tanah adat tidak mempunyai kepastian 

hukum sama sekali. Hal ini ditegaskan lagi oleh Yurisprudensi Makamah Agung 

Republik Indonesia tanggal 10 Februari 1960 No.34/K/Sipilll960 yang 

menyatakan sebagai berikut : 

.. Surat petuk pajak bumi merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah 

sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak 

bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan tanda siapakah yang 

harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan". 

Yurisprudensi tersebut mendesak suaf!J keinginan untuk menciptakan 

hukum bagi hak atas tanah yang juga merupakan salah satu tujuan UUPA. 

Kepastian mengenai hukumnya, hak atas tanahnya, subyek maupun obyeknya, 

berusaha diwujudkan rnelalui sarana pasal 19 ayat {1), pasa1 23 ayat (1 ). pasal 32 

ayat (I), pasal38 ayat (1) UUPA dan pasall Peraturan Menteri Agraria Nornor l 

Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak pengelolaan. 

Menurut pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

bertujuan bahwa untuk membenb.n kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepadn pemegang bak yang bernangkutan maka diberikan sertipikat hak atas 

tanah. Dalam rangka menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan 

dan pemerintah untuk memperoleh infonnasi data fisik dan data yuridis dari 

sebidang tanah yang sudah terdaftar untuk umum dan untuk terciptanya tertib 

administrasi pertanahan. 
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Obyek pendaftarnn tanah menurut pasal 9 PP N<>mor 24 Tahun 1997 

tentang Penda:ftaran Tanah, meliputi : 

1) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

Hak Guua Ballbl"!lnan dan Hak Pakai; 

2) Tanah Hak Pengelolaan; 

3) Tanah Wakaf; 

4) Hak Milik Atas Sattlan Rumah Susun; 

5) Hak Tanggungan dan 

6) Tanah Negarn 

Keuntungan dari pendaftaran tanah dapat ditinjau dari segi pemegang hak 

atas tanah, karena haknya sudah tennasuk dalam peta dan je!as terdaftar. Dengan 

demikian akan memberikan jaminan positif atas haknya, sehingga me!nperkecil 

kemungkinan terjadinya sengketz. Hal ini juga akan mempengaruhi proses 

pemindahan hak karena dengan adanya bukti sehingga akan memperingan biaya, 

prosedur dan persyaratan Jain, yang dengan sendirinya transaksi tanahnya menjadi 

lebih mudah, rnurah dan aman. Se1ain itu tujuan rnasyarakat maupun pemerintah 

melakukan pendaftaran tanah adalah untuk mendapatkan kepastian huk.um bagi 

subyek maupun obyek yang akan diwujudkan dengan sertipikat, yang mana hal ini 

juga merupakan suatu keuntungan bila ditinjau dari segi sertipikat sebagai alat 

bukti yang kuat 

Pemberian sertipikat merupakan produk akhir dari suatu kegiatan 

Pendaftarnn Tanah menurut pasal 19 ayat (2) UUPA. Sertipikat menurut PP 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah merupakan surat tanda bukti 

hak sebagaimana dimaksud dalam pasall9 ayat(2) hurufc UUPA untuk hak atas 

tanah. Hak Pengelolaan., Tanah Wakaf. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan 

Hak Tanggungan yang masing-masing sudah dibuktikan dalam buku tanah yang 

bersangkutan. 

Kepastian mengenai subyek hak dan obyek hak sangat diperlukan dalam 

lalu lintas hukum mengenai hak atas tanah. Untuk menjamin kepastian subyek hak 

dan obyek hal<.. rnaka pemerintah menyelcnggarakan suatu sistcm pengumuman 

mengenai hak-hak atas tanah. Pengumuman tersebut meliput:i: 
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I) Pengumuman mengenai letak. batas serta Juas bidang tanah yang dipunyai 

orang dengan sesuatu hak. sebagaimana dimaksud dalam ••asas spesialis" 

yang diselenggarak.an oleh Pemerintab dengan mengadakan kadaster. 

2) Pengumuman mengenai orang-orang yang rnenjadi pemegang hak, 

sebagaimana dimaksud dalam "asas publisitas" atau openbaarheid"_ 

3) Pengumuman diselenggarakan oleh Pemerintah dengan menyelenggarakan 

pendaftaran hak. 

Asas publlsitas adaiah merupakan suatu prinsip yang memungkinkan 

setiap orang dapat mengetahui hak-hak dan semua perbuatan huk:um mengenai 

hak-hak ltu. Tidak semua pendaftaran hak yang dilakukan oJeh Lurah dan Pamong 

Desa lainya dalam rangka menyaksikan pemindahan hak atas tanah, mengandung 

asas publisitas. Yang dimaksud pendafiaran hak yang rnengandung asas pubiisitas 

adalah pendaftaran hak atas tanah dalam daftar-daftar umum, yaitu daftar-daftar 

yang terbuka bagi setiap orang yang memerlukan ketetangan dari daftar tersebut 

PasaJ 11 PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang kegiatan 

pe!aksanaan pendaftaran tanah. bahwa pelaksanaan pendaftaran tanab meliputi 

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftanm 

tanah. Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang rincian masing· 

masing kcgiatan pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai berikut : 

1) Kegiatan pendafumm tanah untuk pert:ama kali, meliputi : 

a. Pengumpulan dan pengo1ahan data fisik; 

b. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis ; 

c. Pembuktian hak dan pembukuannya; 

d. Penerbitan sertipikat ; 

e. Penyajian data fisik dan data yurldis; 

f. Penyimpaanan daftar umum dan dokumen. 

2) Kcgiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi : 

a. Pendaftaran perlaihan dan pemebebanan h.ak 

b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah Iainya. 

Sistem yang digunakan daiam pendaftaran tanah untuk pertama kali ada 

dua macam, yaitu sistem pendafta.ran tanah secara sistematik dan sistem 
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pendafumm t.anah secara sporadik. Dalam pendaftaran tanah pertama kali 

dilakukan kegiatan ajudikasi, yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan dan 

penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis rnengenai satu atau beberapa 

obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pasal 13 PP Nomor 24 

Tahun 1997 menetapkan sistem sisternatik dan sporadik sebagai berikut: 

1. Pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah 

secam sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran 

tanh sitematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di 

wilayah-wilayah yang dltetapkan oleh Menteri. 

2, Dalam suatu desa atau ke1urahan belum ditetapkan sebagai wilayah 

pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(2). pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara 

spomdik. 

3. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas pennintaan pihak 

yang berkepentingan. 

Pasal 36 PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang pemelihaman data 

pendaftaran tanah (data maintenance) sebagai berikut: 

I. Pendaftanm data pe.odaftanm tanah dilakukan apabila rerjadi 

parubahan pada data fisik dan data yuridis obyek pandaftarnn tanah 

yang telah terdaftar. 

2. Pcmegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembaban 

Sebagaimana dimakaud pada ayat (1) lrepada kantor pertana.'tan. 

Perubahan data dapat teljadi pada data yuridis berupa tcijadinya peralihan 

hak atas tanah. Perubahan data tersebut terjadi karena adanya perbuatan huk:um 

jual beli tanah. Perubahan dalam bentuk hak ini juga harus didaftarkan dalam 

rangka pemeliharaan data pendaftamn tanah seperti diatur dalam pasal 37 PP 

Nomor 24 Tahun 1997. 

Serelah dilakulomnya pendaftaran pertama kali atau pendaftaran dalam 

tlmgka pemeliharan data maka akan diterlma sertipikat baru bagi pendaftaran 

pertama kali. Di dalam sertipikatnya akan terdapat perubaban data terhadap 

pandaftaran dalam rnngka pemelihaian data. 

Universitas Indonesia 

Jual Beli..., Don Arfan, FH UI, 2009



41 

Sertipikat hak atas tanah pada dasamya menoonninkan pendaftaran tanah 

secara hukum (recht kadaster atau legal kadaster) dalam hal pemberian tanda 

bukti kepada pemegang hak. Dalarn konteks ini, maka fungsi sertipikat hale atas 

tanah adalah sebagai tanda bukti hak, yang diatur dalam ketentuan UUPA. yaitu : 

a. Pasal 19 ayat (2) huro.f c, bahwa sertpikat hak tanah adaJah alat 

pembuktian yang kuat; 

b. Pasal23 ayat (2), pasal32 ayat (2), dan pasal3& ayat (2). 

Wujud konkri_t dari tujuan pendaf'l.a.ran tanah dalam hal m.enjamin 

kepastian hukum dan kepastian hak adalah penerbii.an sertipikat hak atas tanah. 

Sertipikat hak atas tanah memperrnudah pemegang hak untuk dapat membuktikan 

dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang beiSangkutan. Berdasarkan 

ketentuan pasall9 ayat (2) UUPA, maka akibat huknm dari pendaftaran bak atas 

tanah berupa penelbitan surat tanda bukti hak {sertplkat) yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tartah. 

Sertipikat tanah memberikan arti dan peranan penting bagi pemegang hak 

yang bersangkutan, diantaranya yailu : 

L Sebagal a1at bukti kepemiHkan atas tanah apabila ada sengketa 

teihadap tanah yang bersangkutan; dan 

2. Jaminan pelunasan hutang pada hutang pada bank pemerintanah 

ataupun swasta. 

Pasal 32 ayat (I) PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang sertipikat 

sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu babwa sertipikat merupakan surat tanda 

bukti hak yang bedaku sebagai aiat pembuktian yang kuat rnengenai data fisik dan 

data yuridis yang tennuat didalamnya, sepanjsng data fisik dan data yuridis 

tersebut sesuai clengan data yang ada dalam surat ukur dan huku tanah hak yang 

bersangkutan. 

Bertolak dan ketentuan paso! 32 ayat (!) PP Nomor 24 Tahun 1997 

tersebu~ selama tidak dapat dibuktikan sebal!knya data fisik dan data yuridis yang 

tercantum didalrnnya harus diterima sebagai data yang banarf baik dalam 

melakukatt perbuatan hukum sebari-hari maupun berpekara di Pengadllan. Daiam 

konteks ini, dam yang dimuat dalrn Surat Ukur dan Buku Tanah mempunyai sifut 
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terbuka untuk umum, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mencocokan 

data dalam sertipikatnya dengan yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah 

yang disajikan di Kantor Pertanahan. 

Sebagai keJanjutan dan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat 

adalah apabila ada pibak Jain yang merasa mempunyai hak atas tanah yang 

dimaksud, ia tidak dapat menuntut hak atas taruh ternebu~ apabila dalam waktu 

lima t.ahun sejak ditetbitkannya sertipikat tidak mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada pemegang sertip:ik&.t ataupun tidak mengajukan gugatan ke 

Pengadilan (asas rechtverwerking) mengenai tanah yang bersangkutan. 

2.2 Posisi Kasus 

Sebelurnnya telah disebutkan diat.as babwa pelaksanaan pendPl!.aran tanah 

menyangkut dua jenis kegiatan. yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial 

registration) dan pernelihara.an data pendaftaran tanah (data maintenance). 

Khusus menyangkut pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila 

tetjadi perubaban pada data fisik dan yuridis tanah yang telah didaftar. 

Perubaban data fisik: atau data yuridis antara lain dapat teljadi karena 

adanya perlaihan hak atas tanah. 34 Didalam pasal 94 ayat (2) butir (a) 

PMNAIKBPN No.3 Tahun 1997 dikatakan: 

''Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa: 

a. Pera1ihan hak karena jual beli, tukar menukar~ In "bah, pernasukan da1am 

parusabaan, dan perouatan hukum pemindaban hak Ia icy a." 

Selanjutnya perbuatan hukum pera1ihan Iuik atas tauah tersebut hanya 

dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan ak1a yang dibuat olah pajabat yang 

berwenSllg menurut ketentuan Peratumn Perundang·Undangan yang berlaku, 

yaitu adalab PPA T. · Setiap perbuatan hukum melalui jual bali tanah yang tidak 

dilakukan dibadapan PPAT adalah tidak dapat didaftarkan. 

Keberadaan pelaksanaan jual beli berdasarkan Huk:um Adat masih 

dipertahankan sampai saat ini, 1ebih lanjut bahwa maksud dipertahankannya 

pelaksanaan jual beli berdasaxkan Hukum Adat karena prosedumya yang lebih 

.).l: Budi Harsono, Hukum Agrarl.a Indonesia, Op-Cit, hlm. 296-296 
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mudah dan tidak berbelit~belit serta adanya anggapan bahwa pelaksanaan jual beli 

berdasarkan Hukum Adat adalah sak Masih banyaknya praktek jual beli ini 

membawa akibat hukum tediadap pembelilpemegang bak terakhir pada saat akan 

mendaftarkan tanah hak miliknya tersebat Sejak berlakunya PP Nomor 10 Tahun 

1961 yang kemudian telah digantikan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. babwa 

setiap orang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran tanah. 

Hukum adat rnengukuhkan sahnya jual beli tanab yang tidak dilakukan 

dihadapan peja~at yang berwenang yang berka!t:m dengan PP Nomor 37 Tahun 

1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuatan Akta Ta:nah. Pembeli jelas 

akan mengalami kesulitan untuk mcmhuktikan haknya atas tanah yang sudab 

dibe1i baik yang sudah bersertipikat rnaupun yang belum bersertipikat; k<nena 

tanpa adanya akta jual bell lanab yang dlbuat dihadapan PPAT, akibatnya KepaJa 

Kantor Pertanahan jelas menoJak untuk metakukan penca.tatan peralihan haknya 

dengan berdasar pada pasal45 PP Nom or 24 Tahun 1997. 

Pasal 55 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 serta pasal 94 ayat (2) butir h 

dan pasal 125 ayat (1) PMNAIKBPN Nomor 3 Tahun 1997 menentukan adanya 

pemeliharnan data pendaftarnn tanah berdasarkan Putusan Pengadi!an. Menurut 

ketentuan tersebut, Panitera Pengadi1a.l wajib memberitahukan kepada Kantor 

Pertanahan mengenai 1&1 semua Putusan Pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum teta.p dan ataupun penetapan Ketua Pengadilan yang 

mengakibatkan teijadinya perubahan pada data mengenai bidang ta:nah ataupun 

atas satuau rumah susun yang sudah didafuu, untuk dicatat pada buku tanah yang 

bersangkutan_. dan sedapat mungkin juga pada sertipikatnya dan daftar-daftar 

lainya. Sebagaimana pada pasal 55 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 serta pasal 

125 ayat (2), pasal126 eyat (!) PMNAIKBPN Nomor 3 Tahun 1997. 

2.2.1 Tentang kasus 

Di bawah ini akan dideskripsikan mengenai kasus jual beli hak atas tanah 

yang dilakukan berrlasarkan Hulrum Adat atau yang dibuat tanpa akta jual beli 

dibadapan PPAT. Kasus bersumber da:ri Putusan Pengadilan Negeri Cihinong 

Bogor Nomor 55/PdtG/2002/PN.CBN, adalah sebagai berikut ; 
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Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara~ 

perkara perdata pada Tingkat Pertama. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 

dalam perkara Martina Cristy Tugiah yang beralamat di Kampung Clhideung Ilir 

RT.l4 RW.03, Desa Cihideung Hilir, Kecarnatan Ciampea, Kabupaten Bogor, 

selanjutnya dlsebut sebagai Penggugat. dengan melawan beberapa Tergugat yaitu: 

l, Sri Agustinah Sihono (aim) atau Para Ahli Warisnya yang beralamat di Desa 

Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. yang pada saat itu 

tidak diketahui lagi kebemdaanya atau alamatnya yang pasti. 

2. Maman Sukama, beralamat di Kampung Cibanteng RT/RK 03, Kelurahan 

Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, yang juga tidak 

diketabui iagi kebetadaatulya atau alamatnya yang pasti. 

3. Ny.Yati Ahas Priatna, h.'talamat di Kampung Cihanteng RT.l6 RK.03, 

Kelurahan Cihideung Ilir. Kecantatan Ciampea, Kabupaten Bogor. selanjutnya 

disebut sehagai Thrul Tergugat ll. 

4. Kepala Kantor Pertanaban Kabupaten Bogor, beralarnat di Jalan Tegar 

Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disehut sebagai Turut 

TergngatllL 

Tentang duduk perk.aranya dalam kasus ini adalah bahwa Tergugat ( Sri 

Agu"'tiqab Sihono (aim)) telah menjual sebidang sawah seluas 2130 m2 ke Tumt 

Tergugut I sehaiga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di Desa 

Cibideung Dir, Kecamatan Ciampea. Kabupa..ten Bogor, hanya dtlakukan 

berdasarkan kwitansi tertanggal 4 Januari 1997. Tergugat I {Maman Sukama), 

telah menjual kepada Tergugat ll (Ny. Yati Ahas Priatna) seharga Rp.l.OOO.OOO 

(satu juta rupiah) berdasarkan surnt keterangan jual beJi sawah, yang ditanda 

tangani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat JI, yang dibuat di Cibanteng 

pada tanggal 28 Juti 1977. Terakhir Thrut Tergugat li (Ny.Yati Abas Priatna) 

telah pula menjual sebidang sa wah ten;ehut seluas 1960 m2 kepada Martina Cristy 

Tugiah (Penggugat) dengan harga sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta 

rupiah). 

Berdasarkan surat jual beli sebidang tanah sebelum akta yang 

ditanda!l!ngani oleh Turut Tergugat li dan Penggugat telab diketabui oleh Kepala 
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Desa Cibideung Uirpada tanggal8 Mei 1994. Sa.mpai dengan saat ini Penggugat 

telah berupaya mencari Sri Agustinah Sihono (aim) dan Abli Warlsnya (Tergugat} 

akan tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat termasuk juga alamat Tergugat 

yang pasti. 

Penggugat rncngalami kesulitan mengurus atau balik nama pemegang hak 

atas tanah dalam sertipikat dari atas nama Terguggat menjadi atas nama 

Penggugat dari basil jual beli sebidang sawah dengan tuas 1%0 m2 yang terletak 

di Desa Cihideung Ilir. Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor tersebut 

sebagaimana sertipikat Hak Mitik Nomor 7 masih atas nama Sri Agustinah 

Sihono. Kantor Pertanahan Ka.bupaten Bogor telah menolak karena syarat yang 

ditentukan oleh peraturnn perundang~undangan tidak dipenuhi. Kantor pertanahan 

setcmpat mengbaruskan Penggugat untuk rnemhuat akta jual beli dengan akta 

PPAT. Penggugat sebagai pemheli Pemegang hak terakhir kesulitan untuk 

mengulang a tau membuat akta jual beli dihadapan PPAT. dik:arenakan pihak 

Tergugat sebagai pemilik awaltelah meninggal dunia dan sudah tidak diketahui 

lagi alamatnya~ maka dengan hal demikian Peoggugat mcngajuk&n gugatan ini ke 

Pengadilan Negeri Cibinong. 

2.2.2 Basil Puhisan 

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

tersebut seJanjutnya rnemberikan suatu putusan yang berbunyi sebagai ben'kut : 

L Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat 

2. Menyatakan sah jual beli tertanggaJ 4 Januari 1997, 28 Juli 1997 dan tanggal 8 

Mei 1994; 

3. Menyatakan bahwa Penggugat ada!ah pemilik yang sah alas sebidang sawah 

seluas 1960 m2 yang tedetak di Desa Cihideung llir Kecamat.an Ciampea, 

Kabupaten Bogor. 

4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk memba1ik nama sertipikat 

Hak Milik Nomor 7 dari atas nama Sri Agustinah Sihono (Tergugat) keatas 

nama Martinah Cristy Tugiah (Penggugat). 
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5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I) II dan III untuk membayar biaya 

perkara ini. 

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut berdasatkan pertirnbangan~ 

pertimbangan yaitu menimbang bahwa p.;.da hari persidangan yang telah 

ditetapkan pibak Penggugat dan Turot Tergagat Ill telah badir di persidangan 

sementara Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat TI tidak pernah hadir di 

persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan menimba.ng bahwa 

walaupun demikian Hakim ketua Majelis telah berusaba untuk mendamalkan 

kepada para pihak tetapi tidak berhasil, oh:ili karena itu pemerikasaan terhadap 

perkara ini di1anjutkan dengan dibacakannya sutat gugatan Penggugat, yang 

makaud dan intinya tetap dipertahaakan oleh Penggugat. 

Menimbang bahwa atas sufat gugatan tersebut, Turut Tergugat III telah 

mengajukan Jawaban tertanggal Mei 2002 yang isinya sebagai berikut : 

L Bahwa Turot Tergugat ill menyatakan menolak dali!-dalil Penggugat kacuali 

terhadap hal-haJ yang diakui seeara tertulis dan jelas. 

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (abscuurlibelium). karena tidak ada 

alasan Penggugat untuk menimbulk.an kewajiban terhadap Instansi 

Pernerintah/Kepata Pertanahan Kabupaten Bogor untuk meJaksanakan balik 

nama sertipikat, sebab Penggugat kenyataannya sampai saat ini belum pernaJ, 

mengajukan permohonan pera,ihan haklbalik nama yang memenuhi syarat dan 

prosedur sesuai deugan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku; 

3. Bahwa temadap gagatan untuk melakukan sesuatu yang menyangkut keputusan 

pejabat sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebarusnya 

diajukan ke PTUN bakan kepada Pengadilan Negeri, karena PTUN tidak 

berwenang utnuk mengadili perkarn inL 

4. Bahwa gugatan tidak beralasan karena untuk jual beli tanah seharusnya 

dilengkapi dengan akta dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan yang 

diatur dalam PP Nomor 10 Tabun 1961 dan seknrang dalam PP Nomor 24 

Tahun 1997. 
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon eksepsi Turut Tcrgugat 

lii dapat dipertimbangkan dan diterima seluruhnya. 

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan 

Replik dan juga Thrut Tel!IUgat Ill tidak mengajul:an Duplik, sedangkan 

Tergugat, Turut Tergugat I. Turnt Tergugat II dengan ketidakhadirannya tidak 

mengajukan Dupiik. Menimbang babwa untuk menguatkan datil gugatanya 

tersebut Penggugat da1am persidangan teJah menyerahkan bukti tertu1is berupa : 

L Foto Copy sertipikat Hak Milik Nomor 7 seiuas 1960 m2 alas nama Sri 

Agustinah Sihonol sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PII); 

2. Foto Copy kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah dengan sertipikat 

Nomor 7 seluas 1960 rri tertanggal 8 Mei 1994 sesuai dengan aslinya diberi 

tanda (P-2); 

3. Foto Copy surat jual beli sebidang tanah scbelum di akta, sesuai dengan aslinya 

diberi tanda (P-3); 

4. Foto Copy sura.t ketenmgan jua) beii sawah di Dcsa Cihideung llir Kecamatan 

Ciampea Kabupaten Bogor, sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-4); 

5. Foto Copy kwitansi pembayarnn sebidang tanah sawah seluas 2130 m2 Nomor 

C.849, tidak as!inya, diberi tanda (P·S); 

6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Temtang Pajak Bumi dan Bangunan 

tahun 2001 Nomor 32.03.040.044.00011400.7 atas nama Tugiah sesuai dengan 

as!inya, diberi tanda (P-6); 

7. Foto Copy KTP Nomor 32.03.05.201518811823287 tertanggal 8 Mei 2001 atas 

nama Yati Abas Priyatna dan KIP Nomor 32.03.052015/13511825570 

tertanggal 20 Maret 1999 atas nama Marti.nah Cristy Tugiah sesuai dengan 

aslinya, diberi taJJda (P-7). 

Bahwa foto copy surat bukti terscbut diata.'l bermateJBi cukup dan tclah dicocokan 

dengan aslinya dalam pernida.ngan yang kecuali bekti (P-5) Penggagat tidak dapat 

menunjukan aslinya. 

Menimbang bahwa selain surat bukt:i tersebut Penggugat dalam 

persidanganjuga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bemama: 

Saksi I; Dr.Ir.Hj.Hertami Djatmiko, disumpah menerangkan sebagai berikut; 
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I. Bahwa saksi~saksi kenal dengan Penggugat karena sudah lama bertetangga 

sedangkan para Tergugat saksi tidak kenal; 

2. Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat pernah membeli tanah seluas 2000 

m2 pada lahun 1994 dari Ibu Yati Abas Priyatna, sedangkan harganya saksi 

tidak tabu; 

3. Bahwa saksi kenai dengan Ibu Yati Abas Priyatna dan sekarang masih hidup; 

4. Bahwa benar sertipikat tersebut atas nama Sri Agustinah Sihono (alm); 

5. Bahwa benar sekarang tanah tersebut ditanarni piilawija dan juga diatas tanah 

tersebut ada sebuah ba.ngunan rumah sedangkan batas~batas tmah tersebut 

salad tidak menget.ahui. sedangkan Saksi II Sujinah, disutnpah menerangkan 

sebagai berikut : 

l. Bahwa saksi tabu Penggugat pemah membeli tanah pada tahun 1994 

seluas 2000 m2 di Kampung Cihideung Ilir K.ecamatan Ciampea 

Kabupaten Bogor dengan harga Rp.40.000.000 (empat puluhjuta rupiah). 

2. Bahwa benar tanah tersebut ada tanaman dan sebuah bangurum rumab. 

3. Bahwa benar selama Penggugat mengelola tanah tersebut aman dan tidak 

ada yang keberatan. 

4. Bahwa saksi tidak rnengetahui waktu Penggugat mcnyerahkan oang jual 

beli tersebut 

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut diatas dapat 

ditelusuri munculnya kasus hukum yang dapat dianalisa dari beberapa aspek 

hukum: 

1. Terjadinya peralihan hak atas tanah melaluijual beli berdasarkan hukum adat 

dengan drrl-ciri : 

a. Benar-benar tel;jadi pcrbuatan hllkum juul beli tanah dengan memenuhi 

syarat materll; 

b. Jual beli tanab tersebu! tanpa dibuat alcta jual beli dibadapan PPAT. 

2. Adanya kehendak pemiiik terakhlr sebagai pembeli untuk memba1ik nama 

sertipikat dan adanya penolakan ba1ik nama sertipikat oleh Kantor Pertanahan 

setempat; 
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3. Adanya Putusan Pengadilan Negeri sehagai upaya penyetesaian hukum dan 

merupakan dasar peralihan hak atas tana.f4 yang menekankan pada hal-hal 

sehagai berikut: 

a. Pengesahan perbuatan materil jual beli tanah; 

b. Dasar pembuatan akt.ajual beli; 

c. Dasar peralihan hak atas tanahlbalik nama sertipikat 

Di dalam kasus yang rnenyangk:ut pennasalahan tersehut diatas pembcli 

dalam hal ini Ny.Martina Cristy Tugiah {sebagai pemeg::mg hak terakhir} hak etas 

tanah jelas mengatami kesulitan untuk mendaftarkan hak atas tanahnya. Pembeli 

(pemegang hak terakhir) mengalarni kesulitan untuk membuktlkan pernlihan hak 

atas tanah melalui jual beli yang tanpa dilakukan dihadapan PPAT. 

Permasalahan hukum yang dihadapi pembelilpemegang hak terakhir 

adalah Kantor Pertanahan setempat sebagai lembaga yang beiWenang untuk 

melaksanakan pendaftaran tanah menolak. Kanto!' Pertanahan menyatakn pemheli 

dianggap tidak dapat membuktikan hak atas tanah yang telah dibelinya. 

2.3. Analisa Terhadap Permasalahan Hokum 

2.3.1 Kedudukan Jual BeH Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat 

Dldalam Hukum Positil di Indonesia. 

Pada umurnya dapat dik:atakan. bahwa manusia selalu terlibat dalam 

pergaulan dengan sesamanya, sehingga teJjadi hubungan antar manusia yang 

disebut juga dengan hubung_an anta:r individu. Hubungan antar indi\-'idu akan 

menimbulkan perhubungan yang dapat bersifat perhubungan biasa dan 

perhubungan hukum. Suatu perhubungan disebut bubungan hulrum apabila 

hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut diatur oleh hukum. Yaitu 

hubungan antanl sesama manusia yang diatur oleh hukum atau suatu hukum yang 

alallat-akibat yang ditimbulkan oleh pergaulan itu dilindungi oleh hukum." 

Hubungan hukum antar dua orang atau dua pihak atau lebih didahu1ui oleh 

perbincangan-perbincangan diantara para pihak dan adaka1anya mewujudk.an 

ss Hardi Katono, lfukum Perjanjian, Dildat Fakultas Hukum Universitas Padjadjarnn, 
B:mdung, Jrumari, 1999, him. 4-5. 
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dengan suatu peijanjian atau perikatan. akan tetapi adakalanya tidak mewujudkan 

suatu perjanjian atau perikatan?6 Pada uraian~uraian sebelurnnya telah dijelaskan 

definisi atau batasan~batasan tnengenai apa yang dimaksud dengan perikat.an itu. 

Perikatan adalah suatu perbubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, 

berdasarkan mana pihak yang satu menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan 

pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.31 

Definisi atau batasan-hatasan mengenai perikatan di atas. dapat ditarik 

kesimpulan bahwa setiap peiikatan selalu terdapat dua pihak yang saling 

berhubungan yaitu: 

1. Pihak yang berpiutang (kreditur) adalah pihak yang mempunyai hak 

untuk menuntut sesuatu prestasi dari perikatan yang bersangkutan, 

dan; 

2. Pihak yang herhutang (debitur) adalah pihak yang mempunyai 

kewajiban untuk memenuhi perikatan yang bersangkutan. 

Hubungan hukum yang timbul karena petjanjian itu mengikat kcdua belah 

pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana seperti daya mengikat suatu 

undang-uudang. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdala yang 

menyatakan bahwa : 

"semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undtnl!!

undang bagi mereka yang membuatnya." 

Seseorang dengan jalan kesepak.a1an mengadakan sesuatu peiJanJtan, 

sehingga oleb karena orang tersebut menghendakinya, rnaka dasar dati 

mengikatkan diri itu ialah niatnya. 

Niat seseorang tidak dapat diketahui secara langsung, oleb karena itu maka 

didalam pergaulan hidup, orang dapat mengetahui apa yang dikehendaki oleh 

sesamanya hanya dari pemyataanya saja yang diucapkan secara lisan atau yang 

dilukiskan. Pernyalaan secara tertulis ren;ebut dapat dijadikan bulcti tentang apa 

yang telah diungkapkan demi tereapainya suatu kata sepakat 

n Ibid, hlm. 9~ lO. 
31 Subek1i R, Hukum Perjaujian, Ce!akan Kesembi1an, Jakarta: lnt:ermasa, 19S4, hhn.l 
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Di dalam tulisan pemyataan itulah yang rncWUjudkan kehendak orang dan 

oleh sebab niat orang tidak dapat diraba atau dilihat maka terika1nya sesoorang 

kepada pemyataan tersebut sebagai perwujudan dari niatnya. Berdasarkan hal 

tersebut di atas, maka didalam undang~undang diakui adanya kea:daan mengikat,. 

baik menurut pcrnturan yang tertulis, maupun menurut peraturan yang tidak 

tertulis atau adat. 

Meskipun menurut teori, suatu pelJt.!:fiJ131'l, atas dasar kata sepakat, 

teJjadiuya. oleh karena adanya niat dari orang ...orang yang bersangkutan akan tetapi 

secara praktis yang meropalam pegangan iaiab pernyataan niat tersebut. Dari 

pemyataan niat yang timba1 balik te.rsebut, maka te:rjadllah suatu pe~anjian dan 

dati peljanjian itu keluarlab ha.k dan kewajiban kedua belah pihak atau salah satu 

pihak diantaranya. 

Hak dari salah satu pihak adalah berlawamm dengan kewajiban dari pihak 

yang lainya~ maka hal ini memberikan hak untuk menuntut dan masing~masing 

rnempunyai kewajiban" Hak da.n kewajiban di miliki oJeh masing pihak yang 

hams: dijalankan dengan sebenar-benamya. 

Hal terikat kepada pemyataan niat itu, ada1ah amat penting untuk 

menggunakan surat bukti. Seperti teiah dikatakan, penggunaan surat bukti oleh 

pihak didalam suatu perjanj ian a tau akta terbadap pihak lain didalam petjanjian 

atau alcta itu juga mempunyai akibat lain dari pada penggunaan surat bukti itu 

terhadap a tau oleh pihak ketiga. 

Keku.atan suatu bukti dati suatu akta baik yang otentik ataupun dibawah 

tangan yang diakui hanyaiah selalu sarna. Akta tersebut membuktikan hahwa 

adanya suatu pernyataan niat dati kedua belab pihak membuktikan adanya kata 

sepakat tidak lebih 1llpi ti<lok lommg pula jika akta itu <ligunakan oleh satu pihak 

terhadap pihak terhadap pihak kedua didalam akta maka pib.ak itu dcngan 

demikian dapat membuktikan, bahwa ia mempunyai niat hak untuk menuntut 

lawanya. 

Jual beli tanah beroasarkan Hukum A<lat dalam prakrek sehari-hari masih 

banyak dilaku.kan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Khususnya masyarakat 

yang keadaan ekonominya lemah dan tingkat pendidikannya masih rendah. Hal 
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ini disebabkan masih adanya pengaruh Hukum Adat yang menentukan bahwajual 

beli hak atas tanah adalah sah apabila telah terpenuhi syarat "terang dan tunai". 

Di dalam Hukum Adat ada sistem yang dipakai berkenaan denganjual beli 

hak atas tanah, pada umumnya dikenal atau lazim dinamakan "juallepas", bersifat 

terang dan tunai. Artinya peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli 

tersebut harus dilakukan dihadapan Kepala Adat a tau Kepala Desa, dan dilakukan 

secara serantak bersamaan dengan pembayaraan harga (dianggap lunas walaupun 

kenyataanya hanya dibayar uang muka/panjar dari pembeli kepada penjual). 

Mengenai jual beli hak alas tanah menurut Hukum Adat, Budi Harsono 

berpendapat : 

"Dalam Hukum Adat "jual beli tanah" bukan perbuatan hukum yang 
merupakan apa yang disebut "perjanjian obligatoir". Jual beli tanah dalam 
dalam Hukum Adat merupakan perbuatan pemindahan hak dengan 
pembayara.n tunai. Artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh 
pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan. Dalam hukum adat tidak 
ada pengertian penyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum 
penjual, karena justru apa yang disebut •)ual beli tanah" itu adalah 
penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli yang pada saat 
yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang telah disetujui 
bersama. Maka jual beli tanah menurut pengertian Hukum Adat ini 
pengaturannya termasuk hukum tanah." 

Sebagai bukti telah terjadi jual beli dan selesai peralihan hak tersebut, 

maka dibuatlah surat jual beli tanah yang ditanda tangani oleh pihak penjual dan 

pihak pembeli dengan disaksikan oleh Kepala Adat/Kepal Desa dan Sekretaris 

Desa, yang fungsinya untuk rnenjamin kebenaran tentang status tanah, pemegang 

hakn.ya, dan keabsahan bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan juga sebagi wakil dari Warga Desa tersebut. Akan tetapi k:ikutsertaan 

Kepala Adat/K.epala Desa dan Sekretaris Desa tersebut bukan merupakan syarat 

mutlak untuk sahnya transaksi. 

Hukum Adat tidak mengenal ketentuan syarat sahnya suatu peiJaDJtan 

sebagaimana yang diatur dalam ICUHPerdata. Hukum Adat pada dasamya setiap 

perbuatan yang mengakibatkan perubahan posisi hukum (recht potitie) dari suatu 

hal hanya akan mendapatkan perlindungan hukum jika perbuatan hukum itu sah, 

dimana perbuatan hukum itu dilakukan secara terang dan tunai. 
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Menurut hukum adat mengukuhkan sahnya jua1 beli hak atas tanah yang 

tidak dilakukan dihadapan PPAT, akan tetapi pembeli/pemegang hak terakhir 

jelas akan mengalami kesukaran untuk membuktikan haknya atas tanah yang telah 

dibelinya wataupun hak atas tanah tersebut sudab bersertipikat, tanpa adanya akta 

jual beli yang dibuat dlhadapan PPAT, Tanpa adanya akta PPAT akan sukar bagi 

pembeli untuk mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan yang 

berwenang. 

Menurnt ketentuan dalam Hukum Tanah Nasional!Hukum Positif, bahwa 

juaJ beli tanah adafah merupakan petjanjian furmil. yaitu suatu perjanjian yang 

untuk sahnya diperlukan dan harus Jipenuhinya suatu bentuk atau formaliteit 

tertentu. artinya mengharuskan jual beli tanah tersebut dibuat dihadapan PPAT 

dan hanya jual beli tanablhak atas tanah dengan ak:ta jual beli dihadapan PP AT 

yang dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran di Kantor Pertanahan seksi 

Pendaftaran Tanah. 

Jual beli tanah dihadapan PPAT dan pendaftaran tanah di Kantor 

Pe.rtanahan merupakan suatu sistem yaug sudah menjadi ketentuan yang harus 

ditaati. Ketentuan tersebut diatur didala.m pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftara:n Tanah yang menyebutbn bahwa: 

"Peratiban hak atas t.anah da!J Hak MIJik Atas Satuan Rurnah Susun 
me1alui jual beli. tukar menukar1 hibah, pemasukan dalam perusahaan dan 
perbuatan hukum pemindahan hak lainya, kecuali pemindahan hak melalui 
lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan alcta yang dibnat oleh 
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentwm 
Perundang-Undangan yang berlaku." 

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA1) dibuat untuk membulctikan 

adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dan bangunan karena 

menyangkut tentang kepastian hukum alas tanah dan juga menjadi salah satu 

sumber data bagi pemeliharaJ>n data pendaftaran taneh. Akta PPAT itu dibuat 

sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran 

peralihan hak yang bersangkutan dengan tanah tersetmt 

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hale 

Tanggungan atas tanah bcserta benda~benda yang berkaitan dengan tanah, 
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menegask:an babwa PPA T adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk 

membuat akta pemindahan bak atas tanah., akta pernbebanan hak atas tanah dan 

Akta Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan menurut Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. Akta PPAT .adalah merupakan bukti otentik 

adanya perbuatan-petbuatan hukum tent.ang hak atas tanah. 

Tala cara jual beli tanah menurut Hukum Positif sebenamya sama dengan 

tata cara jual bell tanah yang berlaku menurut Hukum Adat yang dtkenal dengan 

istilah '1ual lepas" dan "terang" sifatnya. Menurut Hukum Tanah 

Nasional/Hukum Positif jual beli tanah adalah pemindahan hak atas tanah untuk 

selama-iarnanya, yang dalam Hukum Adat dinamakan "jual Jepas" dan bersifat 

"tunai". Artinya, begitu tetjadi jual beli, begitu pula parla saat bersamaan 

terjadilah peralihan hak atas tanah dan pcmbayaran harga lunas, sehingga sejak 

saat itu putus hubungan antara pemilik lama dengan tanabnya untuk selama~ 

lamanya. Peralihan hak tersebut berarti peralihan penguasaan secara yuridis dan 

secara fisik sekaHgus. Namun dernikian. adalw.la:nya peralihan hak tersebut baru 

secara yuridis saja karena secara fisik tanah masih berada dibawah penguasaan 

orang lain (misalnya karena adanya bubungan sewa yang belurn berakhlr masa 

jangka waktunya}, sehingga penyernban fisik menyusul kemudiaiL 

Pembayaran harga oleh pihak pembeli kepada petliual (yang dik.:.t::;kan 

"tunai'"), mengandung dua kemungkinan : 

a. Dibayar seluruhnya pada saat tetjadinya juai beli a tau; 

b. Baru dibayar sebagian (belum lunas}. Pembayaran sebagian tersebut 

biasanya karena tanah yang ben;angkutan secara fisik masih dikuasai 

oieh pihak ketiga dan belum diserah.kan kepada pihak pembeli. 

Meskipun demikia~ jual beli dinyatakan telab selesai dan sah apabiJa 

sudah memenuhi : 

a, Penyerahan secara yuridis, dan 

b. Telah dlbayar sebagian. 

Jni beratti bahwa penyerahan fisik tanah dan pembayaran si:sa harga dapat 

menyusul kemudian~ maka ini adalah masalah hutaug piutang, dan tennasuk 

dalam aturan hukum mengenai hutang piutang, lcarenanya tidak dapat dituntut atas 
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dasar jual beli tanah, karena jual beli (peraliban hak atas tanah) dinyatakan telah 

selesai, selain iru, apabila ada sisa harga yang belum dibayar a tau penyerahan fisik 

tanah belurn dilak:ukan. juga harus disebutkan secara tegas dalam akta jual beli 

tersebut. Penjual atau wakilnya dan pembeli atom wakilnya harus hadir dihadapan 

PPAT untuk menandatangani akta jual beli dengan disaksikan oleh sekurang~ 

kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syanlt untuk bertindak sebagai 

saksi dalam perbuatan hokum itu. Baik penjual, pembeli maupun saksi-saksi dan 

PPAT.- semuanya hams menandatangarJ akta tersebut, kemudian akta tersebut 

berikut berkas-berkasnya dibawa ke Kantor Pertanahan seksi pendaftaran tanah 

untuk dilak:ukan pendaftaran. 

Kantor PPAT bersifat tertutup1 karena tnemang ia harus menyimpan 

rahasia. Maka dari itu dengan akta jual beli yang dibuat dlhadapan PPA T, orang 

atau pihak lain yang mengetahui tentang adanya jual beli tersebut tetbatas. Lain 

halnya jika sudah didaftarkan pada Kantor Pertanahan~ maka dari pendaftaran itu 

selain memperkuat pembuktian, juga memperluas pembuktian dan datanya 

terbuka untuk umum. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jual be1i tanah berdasatkan Hukum 

Adat adalah mecupakan perjanjian sah, akan tetapi untuk mendapatkan jaminan 

kepastian huk:um terhadap kepemilik<!n hak atas tanah akan mengalami kesulitan. 

Oleh karenanya diwajibkan setiap orang untuk rnelakubn jual beli tanah 

dilakukan dihadapan PPAT, Hal lni dimaksudkan agru: tujuan dilakukannya 

kegiatan pemeliharann data pendaftaran jua I belinya poda Kanf!lr Pertanahanya 

dapat terlaksana. 

2.3.2. Pertindungan Hulrum Terhadap Pembdl Yang Bcrltilrud Balk 

Sebagai Pemegang Hak Terakhlr Apablla Jual Bell Hak Alas Tauah 

DHakukan Berdasarkan Hukum Adat. 

Jual heli tanah menyebakan beralihnya hak rnilik ata:s tanah dari penjual 

kepada pembeli untu.k selama~lamanya atau disebut dengan juallepas. 

Menurut Van Vollenhoven» pengertianjuallepas adalah: 
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"Juallepas dari sebidang tanah atau pemiran ialah penyerahan dari benda 

itu dihadapan petugas hukum adat dengan pembayaran jumlah uang pada 

saat itu dan kemudian .... )& 

Jual beli hak milk atas tanah berdasarkan Hukurn Adat da1am praktek 

sebari-bari adalah sah apabila teiah terpenuhi syarat terang dan tunaL Artinya 

peralihan hale at.s mnah dari penjual lrepada pembeli tersebut harus dilalrelren 

dihadapan Kcpala Adat atau Kepala Desa. dan dilakukan secara serentak 

bersama.an dengan pembayaran hargajual belinya. 

Surat jual beli tanah yang telah ditandatangani oleh pihak penjual dan 

pihak pembeli dengan disak.sikan oJeb Kepala Adat atau Kepala Desa dan 

Sekrctaris Desa Oazimya disebut akta dibawah tangan). Kehadiran pejabat atau 

perangkat desalkelurahan tersebut merupakan bukti bahwa telah terjadinya jual 

beli serta te1ah se!esai pula petalihan hak tersebut 

Surat jual beli berfungsi untuk menjamin kebenaran tentang srotus 

tanahnya, pemegang haknya dan keabsahan bahwa telah dilaksanakan sesuai 

dengan bukum dan disaksikarmya jual beli tanah oleh Kepala Adat atau Kepal 

Desa dan Sekretaris Desa sebagai waldl dari Warga Desa tersebut. Jual beli tanah 

berdasarlcan Hukum Adat meliputi unsur~unsur sebagai berikut : 

a. Kesesuaian harga dan barang; 

b. Pembayaran dan penyerahan dilakukan secara serentak; 

c. Dt"buat secara tertulis (surat jual beli tanah) maupun secara Jisan; 

d. Dilalrelren dihadapan Kepala Adat'Kepa!a Desa dan Selreetaris Desa 

sebagai saksi~salcsi atas peristiwa tersebut. 

Pengertian tersebut diatas telah mencakup seluruh pengertian mengenai 

pelaksanaan jua1 beli tanah berdasarkan Hukum Adat Menurut penulis adalah 

tidak jauh berl>eda pengertian ter:sebut diatas dengan pengertinn dimaksud di 

da1am ketentuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Suatu pefjanjian dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang 

melak:ukan pexjanjian serta berlaku seba.gai undang-undang apabila telah tercapai 

n Hilman HadiktJsumah, Hukum Perjanjian AdaJ, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, 
h!m.lOS. 
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kata sepakat diantara para pihak.. Pemberian kebebasan kepada para pihak tersebut 

rnelalui kebebasan berkontrak untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian yang 

mengikat diantara para pihak tersebut, tidak boleh menciptakan suatu 

ketidakadiJan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap para pihak, khususnya 

pembeJL 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan tentang 

pernbeli yang beritikad baik terdapat pada pasa11338 ayat (3) yang menyebutkan: 

"Suatu perjanji:an harus dilaksanalam dengan itikad baik". 

Pasal ini bertujuan untuk mencegah perbuatan~perbuatan yang tidak patut dan 

yang bcrtentangan hukum serta untuk memberikan iandasan perlindungan hukum 

atas suatu perbuatan jual beli ~gi pembeli yang beritikad baik. 

Perlindungan hukurn terhadap pembe1i yang beritikat baik merupakan 

bagian dari upaya perlindungan terhadap pembeli dalam praktek jual be!i tanah. 

Apabila dihubungkan dengan upaya pembuktian terhadap peralihan hak akibat 

jual beli berdasarkan Hukum Adat, maka perlindungan terhadap pembeli 

sangatlah penting artinya. Bahkan beberapa yurlsprudensi Makamah Agung 

Republik Indonesia menerangkan : . 
a. Putusan ·Makamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 november 

1958 No.242 k/3ip/19?~, menegaskan bahwa jual belt dengan adanya 

itikad baik (dilakukan dengan bantuan Kepala Desa setempat) harus 

dianggap sah, meskipun andaikata jual beli itu dilakukan tidak sesuai 

dengan Peraturan-Peraturan yang ditetapkan oleh Hukum Adat.; 

b. Putusan Makamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1973 

No.663 K/Sip/1971. menegaskan bahwa jual beli tanah mesltipun Ielah 

memenuhi prosedur Peru:ndang-Undangan Agraria, namun hams 

dinyatakan batai karena didahului dan disertai deogan itikad baik tidak 

wajar atau itikad tidakjujur; 

c. Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Reg. No.60 I 

K/Sip/1972 berpendapat bahwa jual beli tanah yang dilaksanakan di 

Desa dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat selaku PPAT sudah 

cukup membuktikan adanya jual beli yang sah (sarat untuk sabnya 
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sudah dipenuhi) dan syarat-syarat menurut pasal 19 UU No.5 

Tahun1960; 

d. Putusan Makamah Agung Republik Indonesia tertanggal 29 Maret 

1982 No.l230 K/Sip/1980, menegaskan bahwa pembeli yang beritikad 

baik harus mendapat perlindungan hukum; 

Pertimbangan para haklm berdasarlwt ketentuan tersebut diatas, adalah 

pihak pembeli beritikad haik dilindungi, berarti bahwa da!am hal pembatalan 

suatu peijanjian jual be1i pihak pembeli yang beritikad baik bagairnanapun 

setidak-tidaknya akan menerima kembali uang pembeJiannya atau perbuatan 

hukum yang menyanglrut jual beli yang bersangku.tan harus dianggap sa h. 

Pembeli yang beritikad baik maka ia barns dilindungi oleh hukum. Irikad 

baik: dapat pula dilibat dari kenyataan dalam peristiwa hukum tersebut seperti : 

l. betul-betul tidak mengetahui ka1au tanah yang dibeli itu adalah tanah 

bukan miJik dari sipenjuali 

2. jua1 beli dilaksanakan dengan ter::uig dan disaksikan oleh Kepala adat. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pcrdata mengenal pembedaan rnacam

macam benda, yaitu benda bergernk dan benda tidak bergerak. Dalam pasal 1977 

ayat (1) KUHPerdata pada hakekatnya melindungi seorang pembeli benda 

bergerak yang beritika.d baik. sebaUknya juga sehubungan dengan ana liM kasus 

diatas, dalam hal ini seorang pembcli sebagai pemegang hak terakhir mengalami 

kesukaran untuk membuktikan hak atas tanah yang su~ah dibeli dan sudah 

bersertipikat tersebut Hal ini disebabkan. karena Hukum Positif7Naslonal 

mengbaruskan agar jual beli terse but dilakukan dihadapan PPAT. 

Pembeli sebagai pemegang hak terakhir harus diberikan perlindungan 

apabila terdapat cacat dalam melakukan jual beli berdasarkan Hukum Adat. 

Sebaliknya seomng pembeli tanah meskipun ia rnengetahui bahwa tanah yang 

bersangkutan hanya digarnp oleh oaring yang menjual tanah tersebut kupedanya, 

akan tetapi tidak menghubungi terlebih dahulu orang yang menguasai tanah itu 

meskipun orang itu termasuk tinggal satu Keoamatan, melakukan pembelian itu 

tanpa itikad baik. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas. maka terhadap setiap pembeli yang 

beritikad baik sebagai pemegang hak terakhir apabila perjanjian jual beli 

dilakukan berdasarkan Hukum Adat dan seJama jual be1i tersebut diakui oleh 

pibak-pihak yang rnelakukannya make telah dilindungi oleh ketentuan pasal 1338 

ayat (3) KUHPerdata< Beberapa Putusan Makamah Agung Republik Indonesia 

juga memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad 

baik atas setiap transaksi jual beJi yang dilakukan berdasarkan Hukum Adat. 

2.3.3 Peuyelesaiao Hukum Terbadap Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat 

Jual Beli Yang Di1akukan Berdasarkan Hukum Adat. 

Hukum Adat mengukuhkao sahnya jual beli tanah yang tidak dilakukan 

dihadapan PPAT, akan tetapi dalam hal ini pembeli jeJas mengaiami kesukaran 

untuk metnbuktikan haknya atas tanah yang telah dibeli yang sudah bersertipikat 

tersebut karena tanpa adanya akta jual beli tanah yang dibuat dibadapan PPAT. 

Tanpa adanya akta jual beli dar! PPAT sukar bagi pembeli utnuk mendaftarkan 

hak alas tmahnya di Kantor Pertanahan yang berweruiDg. Kepa1a Kantor 

Pertanahan jelas menolak untuk melakuka:n pencatatan peralihan haknya dengan 

berdasar pada pasa1 45 ayat (1) huruf b, PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah yang menyebutY..an : 

Ayat (l), 

"Kepala Kantor Pertanaban menolak untuk melakukan pendaftaran 

pemlihan atau pembebanan hak. jika salah saln syarat dibawah ini tidak. 

terpenuhl :" 

Hw:uh b, 

"Perbuatan huk:um sebagaimana dimaksud daJam pasal 37 ayat (1) tidak 

dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan Risalah Lelang sebagaimana 

dimaksud dalam pasai 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimaoa 

dimakaud dalam pasal 37 ayat (2)." 

Penyelesaian yang memungkinkan dapat secara hukum ditempuh oleh 

pemegang hak terakhir (sipembeli) adalah yang beiSangkutm harus meminta 

Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan ini kemudian dipakai sebagai dasar 
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hukum peralihan hak atas tanah (yang sudah bersertipik.at melalui jual beli dan 

tanpa dibuat akta jual beli di hadapan PPAT, seperti yang dimaksud dalam PP 

Nomor 24 Tahun 1997). 

Pemegang hak terakhir (sipembeli) dianjurkan untuk mengajukan gugatan 

(yang bersifat contrdictur) seperti yang terdapat pada pertimbangan duduk perkara 

dalam Putusan Pengadilan kasus diatas, yaitu "menimbang bahwa penggugat 

dengan surat gugatanya tertanggal 24 April 2002 yang telah didaftarkan di 

Kepar.iteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan daftar register Nomor 

55/Pdt.G/2002/PN.CBN." 

Hambatan yang dihadapi pemegang hak terakhir (sipembeli) tersebut 

diatas, terutama hambatan legal prosedurnl dalam perubahan data yuridis hak alas 

tanah di Kantor Pertanahan. Putusan Pengadilan adalah cara yang tepat untuk 

ditempuh sebagai penyelesaian hukum yang sesuai dalam rangka untuk 

mendaftuk.an Hak Milik atas tanah akibat jual beli yang dilakukan berdasarkan 

Hukum Adat atau Jual beli hale alas tanah yang dilakukan tanpa dihadapan PPAT. 

Dalam kasus jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan Hukum Adat 

tersebut diatas, maka penyelesaian huknm yang dilakukan sipemegang hak 

terakhir (sipembeli) adalah meminta putusan Pengadilan, yang intinya 

dimaksudkan untuk memutuskan 3 (tiga) hal, yaitu : 

1. Pengesahan perbuatan materil jual beli tanah; 

2. Dasar hukum pembuatan akta jual beli tanah; 

3. Dasar hukum peralihan hak atas tanah, akibatjual beli yang dilakukan 

berdasarkan Hukum Adat (batik nama terhadap tanah yang telah 

bersertipikat). 

Aleta jual beli tanah yang dibuat dihadapan PPAT berfungsi sebagai alat 

pembuktian beralihnya hak atas tanah untuk keperluan pendaftaran atas nama 

pembeli sebagai pemegang hak terakhir. PPAT tidak dapat membuat akta jual beli 

tanah dihadapannya bilarnana persyaratan administratif tidak lengkap, yang untuk 

pe!lelitian ini sering dijumpai bahwa pemegang hak lama (penjual) sudah 

meninggal dunia dan alamat ahli warisnya sudah tidak ada atau sudah tidak 

diketahui Iagi secara pasti. Karena kesulitan tersebut, maka diusulkan kepada 
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pembeli arau pemegang hak terakhir untuk memohon Putusan Pengadilan Negeri 

mengenai kepemilikan hak atas tanah dimaksud. Untuk kasns-kasus seperti ini, 

lemyata Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pembe1i sebagai pemilik 

hak atas tanah tersebut. 

Penyelesaian hukum yang dimaksud diatas, sejalan dengan apa yang 

dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (I) PP Nomor 24 Tahun 1997, serta pasal 94 

ayat (2) butir h dan pasa! 125 ayat (!) PMNAIBPN Nomor 3 Tahun 1997, yang 

rnenentllkan adanya pemeliharaan data pendafl-.aran tanah berdasarkan Putusan 

Pengadilan.. Menurut ketentuan tersebut. Panitera Pengadilan wajib 

memberitahukan kepada Kantor Pertanahan mengenai isi semua Putusan 

Pengadilan yang telah memperoleh kekllatan hukum tetap dan juga Penetapan 

Ketua Pengadilan yang mengakibatkan tetjadinya perubahan pada data fisik atau 

data yuridis mengenai hak atas tanah yang sudah didaftar. 

Pasal 55 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 serta pasal 125 ayat (2), pasal 

126 ayat (1) PMNP.JBPN Nomor 3 Tahun 1997, menekankan babwa pentingnya 

Putusan Pengadilan Negeri bagi pemegang hale terakhit (pembe!i). Berdasarkan 

basil penelitian penulis, bahwa penyelesaian hukum pada kasus jual beli yang 

diuraikan diatas, upaya yang hanya dapat dilakukan oleh pembeli selaku 

pemegang bak terakhir adalah ~ngajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri 

setempat untuk meminta agar perbuatan materil jua1 beH hak atas tanah yang 

walaupun dilakukan berdasarkan Hukum Adat dapat dinyatakan sah secara 

hukum. Juga penulis berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Pengadl!an tersebut 

memberikan kekuatan hukum terhadap jua1 beJi hak atas tanah berdasarkan 

Hulrum Adat, dengan pertimbangan bahwa petbuatan materil jual bell hak atas 

tanah tersebut benar terjadi dan dilaksanakan dengan itikad baik 
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3.1. Kesimpulau 

BAB III 

PENUTUP 

Berdasa.rlr..an dari apa yang telah menjadi topik pembah.asan tesis ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagal berikut; 

l. Jual beli hak atas tanah berdasarkan Hukum Adat atau jual beli yang 

dilakukan tanpa dibadapan PPAT adalah sah sepanjang syarat materilnya 

terpenuhi. 

2. Didaiam Hukum Tanab Nasional!Hukum Positif di Indonesia upaya 

perlindungan hukum terhadap pembe1i yang berifikad baik akibat jual beti 

sangatlah penting artinya, Perlindungan terhadap pembeJi _yang beritikad 

baik merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap pembeli 

dalam setiap transaksi jual beli bak ata.s tanah. Hal ini terlihat dari beberapa 

yurisprudensi Makamah Agung Republik Indonesia. Tindakanjual beti yang 

beritikad baik terlihat pada saat para pihak yang melakukan jual bell hak 

atas tanah meminta untuk dilakukan dihadapan Kepala Adat/Kepala Desa 

setempat Didalam KUHPerdata perlindungan hukurn terhadap pembcli 

yang beritikad baik, apabila petianjian jual beli dilakukan berdasarkan 

Hukum Adat telah dilindungi oleh ketentuan pasal 1338 ayat (3) 

KUHPerdata. 

3. Penyelesaian hukum yang dopat ditempuh pemegang hak terakhir sebagai 

pernbali untuk dapat melakukan pendaftaran tanah apabila jual bali 

dHakukan berdasarkan Hukum Adat:, oleh pembeJi sebagai pemegang hak 

terakhir hams mengulang dengan rnembuat akta jual beJi dihadapan PPA T 

yang berwcnang1 bilamana itu tidaka: dapat dikakukan karena sesuatu sebab 

maka dengan cara mengajukan gugatan metaiui Pengadilan Negeri setempat 

untuk rnendapatkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang 
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dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan setempat 

Kantor Pertanahan dengan berdasarkan sa1inan resmi Putusan Pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap dapat melakukan pencatatan terhadap 

peralihan hak atas tanah tersebut. 

3.2. Saran 

1. Hendalrnya Jual beli hak atas tanah khususnya hak atas tanah yang telah 

bersertipikat dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta: Tanah. 

2. Sebe!um melakukan jual beli hak atas tanah, disarankan sebaiknya pembeti 

mengetahui dahulu informasi yang akurat baik pada Kantor Desa/Kelurahan 

maupun pada Kantor Pertan~han setempat mengenai status tanah yang akan 

diperjualbelikan. Karena me.skipun undang~undang memberikan 

perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik. akan tetapi hal 

tersebut bukan merupakan jaminan bagi pembeli akan terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan dikemudian bari 

3. Hendaknya Kantor Pertanaban, berikut PPAT sebagai mitra kerja Kantor 

Pertanahan terus menerus membenlt:an infonnasi dan mclakukan 

penyuluhan tentang ketentuan~ketentuan Hukurn Tanah Nasional!Hukum 

Posif.f kepada masyarakat., sehingga pengetahuan., pernabaman dan 

kesadaran masyarakat lebih meningkat serta agar terciptanya kepastian dan 

perlindungan hukum terhadap hak~hak atas tanah. 
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PUT liS AN 
No. ~)iPdtG/:!t\02/PN.CUK 

"DEMJ r:EAD!LAN llERDASARKAl~ KETU!!AN.".N YANG MAIL\ ESX' 

Desa Cihide11ng llir Kecam:Umt Ci~mr~·a 

Kabupaten Bo_;1.u. se-lanjufnt·a di~.:bu! sebngai 

PENGGUGAT.:··· .................................. .. 

i<'IWllt'l 

Dt'~ll Cihid>)lm.; Ilir Kecrunnt:m Ciampea 

Kabupaii'n Bogor. dan Sf'karnn;; tidnl.: dikc-!ulm[ 

!agi keberadaannya almt almn~tny;~ y:~ng pt~s!l 

se!Mjnlnyadi~d.)tll S!O'bagai ... , .... TERGUGAT.·-

llir Kecamalan Ciampea Knbupnfen Bogor, dnn 

s:ek:Jnmg tidak dik.,.iahui lngi l::;ebu:radnnnnya t~lnn 

a lam ntnya ynng pa~ti selanjutnya disi.'bllt : --------

sebngai ................... TIJRUTTERGUGATl. 

3. NY. YATI ABAS PRJ)'A"QlJ!. bmlnmm di Kp.CibMtcng RUG RU 

Cihid,.un.~ Hir Kt'cam (!tan Ci1uupea Kabupnl~n 

TERGUGAT!l: .................................... . 

4. KEff,LA KANTQ!:\j'ERTANill:.lil/'i.!':;'\)'l:{JPATEN BOGOR. bcnrlmnat 

di Jalan Teg:u- !lerimmr Cibinong KHbupnlcn I 
Jual Beli..., Don Arfan, FH UI, 2009
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Bogor, selanjutnyn dlsebut sebug.ai ."'TURUT 

TERGUGATUI.: ......................... ., ••.....•• 

PENGADILAN NEGERl TEI\SEBUT; •••••••••······••••••••······••••••·•••·····• •·••••••• 

···························TENfANG DUDUKNY A PERK.<\RA : ·················-········· 

Menirnbung, bahwa Penggug.ai dengan sural gugatanny:n tertanggaJ 24 J\prii 

2002 yang telah didai\arkan di Kepn.nitenum Pengndilan N¢geri Cibinon~ tm1ggal 25 

April 2002 dengan dailar register No.5!i/Pdt/G/2002JPN.Cbn. yang me-ngemuk~1knn 

Bnh'."'<l TetgugnJ tcla]J rnenjual sebid;m~ sm\'<lh selua.s 2130 lvf2 ke- turut 

Tergu_~»! I seharga Rp.300.000.- (ti.~a r:tlus riLu rupiah) yru1.~ lt'rlduk di D..:sa 

11 (YA11 A.BAS PRIYATNA) sehargn Rp.l.OQO.OOO,- (satu juln n1pbh), 

berdns::~rkan Surat Kelerang:m junJ beli savl".th di Dl·:ia Cihideun,; 1lir Kecam;.~irut 

yang tJibuut Cibanieng pada tansgnl 28 Juli 1977:---- ---····-·------·- ------~ ··~-----

Bahwa Tum! Tergugat II (YATI ABAS PIUYATNA) lei<llJ pula m~njual 

sebidang sa'"'~1 tersebut seluns 1960 M2 kep-Hdu MARTINA CHJUSTY TUGIA.II 

(PENOGUGAT) den~nn hntgn seebsar RpAO.OOO.MO,~ (cmptlf puluh juta 

rupiah) berada di Desa Cihideung Ilir Persil No.75 SJL dari lannh Hnk Milik 

• Sebelah Utara : Solokon: ---------- · ---------·····-·· · · ------ .... -- ~-~-----

• Sebelah Timur : Tanah Ny. EVJ:--······--·····················--------··· 

• Sebe(ah Selatan : Tanggul Solokru1 P1·oyek; --~~~~---·····-------------··· 

• Sebe.lah Barnt : Trnwh Ny. TATI1: ••••·••··•••••·····••• ••••• ., •••.••••• ~ 
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berdas:rrkan surat jua. 1·wli sebidau,g i<mah ~~·belum rli Akta yang tli!nnda· 

Cihideung IL 

Ba.lw•n srunpai denga sam ini Pengsugat telah berupaya mcne<1ri SRI 

AGUSTINA SIHONO (·1Im) dan AHLI W ARlSNY A (TERGUGAT) >lkan tetapi 

Penggugat tidak men¢mukan Tergugat dru1 a! au alamal Terguga! ymtg pjsti; ····~ 

atau untuk membalif.: nnn Sertifikat da.ri ~Jim; numa Tergugal men.iadi alas 

nama Pengguga! dari hasal junl sebidang .sawuh dcngan luas 1960 ;\·l 2 y;mg 

terle!ak di D~sa Cihidenng llir KecJ.tmat~tll Cinmpea Kabupen .Bogor, 

sebaguimana Set1ifikat H:ak Milik Nu.7 ntas nrun:t SRJ AGUSTJNAH 

SRJ Y ONO; ----- · ----- ---- ---- ... --·· ... -- ·--- ·--•• • --- ·--- · ...... --- .... --- ·--..... • ..... · 

Bahwa Penggugat sekaranh ini berkeingin:ul unluk membalik mun<l S..:liifikal 

lerselmt akan !ctapi BPN K~bupalen Bogor l~lah menolak diknren:1k~u1 pih:Jk 

diketnhui lngi alama!nya maim. Pt!n,gsugai m:mgajukan ,gngatan fni ke 

Mnkn oleh karena lmkl-hul tersebut alnu alm;~m len;ebnt dia.Ias bersamn ini dt-n~aH 

m("merik,!:a dun mengadili perhtra ini, svlanjutuyn !Hemberikrm suutu vuln~t!Jl y<Ul£l 

Mei 1 994~ --~-~--· ·--~-----··. ----·--···-·· --··-- ---, -- ........ _ .......•... , ................. .. 

selu~s 1960 M2. yang terlel:.tk di Desa Cihideung Ilir Keca.mat<m Ciampca 

Knhupah•n Bo_;or: ----- ·--------------·------------ ----·.- ---- ---·-· ------·-··--··-· ·--· ·-· --I 
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4 Memerintahkan kepadfa turut Terg.ugal Ill, untuk membalik nama sertiflwt Hak 

Milik no.7 dari ntas: nama SlU AGUSTINA SlHONO (TERGUGAT) keab1s nama 

MARTINA Clffi!STY TUG!AH (Penggug!l! ); ·-····--···--····-···-····-····-·· -------· 

~- Mcn~lmkum Tergugat dnn huut Tergu_gal I,Il dm1 IH untuk nttmb~,yar biaya 

perk ara in i: - ~- · -- .... · · ----~-- .. -..... _.- ---- ·-. ~ ----- .. ---~. ---·-.- ...... ----- .. --·-- .... -.. . 

Ml.:"nlmbmlg. baln:va \.,nluupun dt"mikiuh Hakim Ketua !'vbjdn: kiu!o 

pemt~rik"?'illl lerhadap perkara iui dilanjulkan d~ngau dibacakannya Snn11 gugat:Ul 

P~nggugat, yang muksud dan intinyn telap dipertuhanku,l oleh Pengsugal ~ -----~--······ 

Menimbn.a,g. bnhwn atas Snr:rl ,:;ugatan t~rs>Jbu! Turul Tet:l!;ugul Ill tcllli; 

mensajubm Jnwnban tertau.~al18 Mei 2002 )lUng binya :-ebagai beriku! ;~----··-······ 

Pengsneut un!uk me:nimbulkml kew·4iiban terhmhtp instausi Pemeriutah/Kepa!n 

Perta.nnhan Knb np~tcn Bogur noluk melak!iunuk<m bulik nama Seriifik:ll uqno 

pennohonan Peralihan .HAA!Bali.k Nrurta y:mg yaug mernenuhi syan.tt dan 

prosetlm· sesutU dengan kekntmm Pcrotuuw pcnmt:angan y~mg berlaku.; ---~---··---

3. Bahwa terhadnp gugatan untuk melcl::ukan se:maiu yang mepangkul Keputm:.:u1 

PeJabat sesuai deng:m Undnng-Undang No.5 T~1.hun 1986 tenlans P.eradihm Tala 

Us:aha N~sara sc-hruusnya diajuka:n ke P11JN· bubm kepada Pengadilan Neg.cri, I 
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karena tidak berwenang untuk mengndili perkru·a ini, maka mohcm Eksep:>i Tu!llt 

1'ergugat III dikabu lkau : -··~--~·~--·~----~-··,··---- ·---- ----·-------· -·-· -~---·-·--··--··-

4. Bah\Na gugatan tidak beralasan karena nnlnk ju?al bell hUHlh sehanumya 

dilengknpi dengan AJdu dihadapan. Pejabat yang b~twenong sesuai deng~m yaug 

diatur dalam Pernturnn Peemrintah No.lO Tahun 1961 dan ~eknran.g duhm 

nerdasarkru1 hal-hal tersebut di atas mnka mohon El(sepsi Turut Tergugat Ill dupnl 

d1peretlmbangkan dan diterima seluruhnyu...; ---~---···-········---··---···--·--------------

Apabit~·. Mnjelis Hakim bel"j;t'.ndapaf la.in terhndap Eksepsi·eksep:si ('l!I""Sebul, 

selanjntnya men~ajukan JawnbM dalum Pokok pcrkm·a sebagai bcril:ut : ·-·---------·---

!1. DALAl\1 POKOK l'EP-KARA ; -···--·················· -- ----·· ·····- ---·---- ---·-----------

2. BMwn pers~•arar;m untuk Balik Nruoa dari P~n.gsugaf belum memt::IJuhi sym<~l 

untuk diproses ka.rena ti;J:Jk memenuhi k""lenlu~n Peraluran Pem~rinlnh yaug 

ber!aka berdasarkan P~raluran P,;mcrintnh No.lO lalnm 1961 lilac ~..:)uu-ang 

<li:Uur d~hun Peratutan Ptmerinlnh No.24 f:tltlHJ 1997; ··-·-···--···--··---·¥··---·--·---

Knbupalen Bogor !t"lah menu!ak fialik Nam:.~ S~-.•ftifikal.lwk Milik N,,_7/Ciilid~lulg 

dwtur dalrun Peru!uran Pemermtah No. 10 Tahun 1961 dan se-kar<~ng dinlur 

daJrun Peraturan Penterintoh No.24 tnhun 1991; ........ ·-··-··---~·---·---· --- -·---··---

Be-rdasarkan hal-hnl lerseh ut di atas, Tutut Tl~rgu,gat III mol10n lo!pada Yang 

Terhormat Mrtielis Haklu~ yang memer:iksa dan akan mengtldili perkam ini bcrkenan 

untuk memutus sebagai berikui: ----~--~-·-··-----------···---·--··-----------·--·-----.---·-

1. Di\LAM EKSEPSI; ·--·---··---··--···--··--···---··---·--·---··--··--···-···--··--···-··-·- I 
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Menerimadan mengabulkan Eksepsi Turut Tc(~ugat Ill untuk selumhnya.:--····-

ll. DJ\.L.'\M POKOK PERKJ\RA ........................................................... __ _ 

HI I. , ·-----···---·~·---•••·--•r·•·--- ••···v••·· ---- ... -·--------- •·······-··-··--··. ~--····--

li tidak pemah h<~dir dipersidangan, muka para piha.'>. iiduk m t>Jlgajukrln jawabtul ~ --~--

MenimbMg. bnhwa alas Jnwaba.n !etscbut Pcngguga1 tidal< meng:~ukan 

Replik d?..n ju~a Turut T?rgugai Jl] tidak mrmg'liukan Duplik. sednng.bn Tcl·gu_~t!t, 

Me-nimbang_. bahwa untuk menguatkrur <.lalii _f,ugalannyn. tersebut Peng,gHs<rl 

I. Foto copy Sdifikal Hak Milik No.7 selum; 1960 M2 mas nruna SRJ AGUSTJNAH 

SlHONO, ~esnni den.san asliuya, diberi landn (P-1) : ····----------··············--·----

2. Folo ~opy Kvtitrulsi pembayaran sebidang t:mah saw·dh d~ngnn sertlfik:~! No.7 

se lu as 1960 M2 tertaugga1 08 M ei 1994, sesl\;:ti df'ngau nsl inya dibt.-ri Ianda (.P-1); 

3. Foto copy Surat Jual Beli: sebidang. tanah st'bdum di Akta, i'e:suai dcn.~an asliny~ 

diberi Ianda (P-3 }; ~-~---~-- · --------··-----------··-----·----··--------·----· ··---·-----·---

4. Foto copy Surai Keterangun Jual Be-li Sawah di Desa Cihideulig Ilir Kec:unaiml 

Cihideung. sesual dengan aslinya,. diberi lunda (P-4): -····----··----·-----··---··-----· 

5. Foto copy Kwitansl pembayaran S~:bidWlg hmnh Snwah seluas 2130 M2 

No. C.84 9. t iduk ada nslinya. diberi t~1.uda (P-5); --~------------· ---····--··----· .•••. -·--

6. Fnlo copy Surl'll Perilbe,·ituhuan Pajak T~'l11hmp.l'~ljak Bumi dan Bang1JUHJJ talmn 

1001 No.32.03J)40.014.000-1400'i' alas nam:a TUGIYAH.sesuai dengwl ~sliny:L 

• 
di beri tanda (P-6) : ·· ·--· ··--···-----·---------- ·-· --- -· ----------~-~---·---------- · · ·-------1 
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7. Foto copy Kati\l T~nrl:a Pcntlududuk No.32.03.0.5.2015i881/823287 tcrlan~r;nl 08 

Mei 2001 :Ua.<:~ narna Y::lfii d:tn K<.trtu Tanda Ptonduduk No.32.0~.05.20l5/l351/ 

825570 te11anE:~al 20 Maret 1999 otm; nam<1 MARTINA CHRISTY TUOIAI-J, 

Metumbang, bahwn foto eopy surnt bukri terscbut dialns, berm~~lcn,i cnkup 

dmJielah clicocokan dengan aslinyu dahun persidnngan k11cuali bukti (P~5j .Pcn.l?.~u.cnt 

tid :ill dapat m enunjukan nsliuya : --~------------·--------------------·---·--- -·---·------------

Mcnimbatu!. bnhwn 

p•,·rsidwtgmJ telcls nlt>cllf:ajuknn 2 ( dua} orru1.!\ sllitsi Jh<J...'>ing. - musing bemm11 a : -·--- -· --

llnh\ ... ~l b~,.•n:.~r s~l1 i fikal I e>n:t>lml <It om U:.ull a Sihouo ( ahtl >Jrhlml) ; ---- ---·------- -------

l idak noengetahui ; ·------ ......... _, .•..••.. -·- ............. --·······---··-···---· ........ ·--

M2 di r:p. Cihideun.r: .. dl.!'tlgau lwr;a RpAO. 000.000,- (CIIIJ)<ll pll luh j ul ;I ntpinh) : --

Bothwa bt'n~· !lc>laul!l Pe11ggu,y.nl ml'n.~t·loll! lanah h·•~ebullmJllil dau tid:J, <1du ywt.~ 

k ebt:r::Jl Hn : --· -- • •• -- •• - • --- • ------- ·----- -- ··- • • •• • -- • ---- ·- • ---- -· • ~--- ·--· -- • • • --- • ~ --- -- • • { 
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Menimbang, bnhwa Penggugol lll!;lliyatakml hnkti~buktJ cuknp J~H t idalc :Jda 

sesuatu lagi yang akrul di~jukan. selrmjntnyamohon pulusan ;----~-------·~·------*'-~---· 

-···-----···----·-----------TENTANG PERTIMEANGAN HUKUM; -------·-···----····----

DALAM EKSEPSl : ----------·------.-··------·····---- ---····--------·------ ···--··· ......... . 

alusnn ~epert i yan~ diuraikan didalmn jnwab:mnya ~ --· --·--- -----·-------· ··------ ·~-------

"!l".~*"'~""l'ro<)-"K"'"()_!~ ___ -______ \; -----------------------··-··--------·-·---------··-------···----

Menimbaog. bahwa np.a yang telah diperlimbau.~kau didalam d:sep~i ju_g., 

lerm a_<:tlk dalrun pertimbtui_gml pokok perkarn : -----··-· ---· -----------·--· ·-------~------·· • 

h<!lan.~ml y ~UlH ~;1h dan pul:1 I idak mt:nynn1 h onm~ lai11 st,ba,gai wtik iluya ; --·-·- --· ------

Menimb<Ulg, b:d1wa b~rdasarkan bukli bert.m!da P-2t1.·rbuktitnh bah\.o,,•u I<:Ulilll 

lang,::nl 08 M~i 1994 Ny. YnUi (Tum! Tcrgug<t1 l1 ) I<Ji<lb menjut~l ~d.~ir!;ul_~ laHllli 

y:mg krl•tok di Desn Cihideuug llir Pcrsil >'k75 S.ll soluus 1960 m2 k•pmla ~ 
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MARTINA CHR1STY TOOIAH {Pr.ns,.~ugal) dnn selanj~;tnya. P~'oggugat td~h 

m em bavar lunas -~~- --- ~-- ·-- ---~- -~ · -~---------- · ·- --- · ·-- --- • -- ----·· --· -- --··-- -- -- --- --~-- • . ' 

MenimbMg. bMwa berdasarkau sural hukli yang bt>rtnndn P-2 dan Jl-3 

dibayur lunas, akru1 ttt~pi srrtifil.;a1nyn mat<ih nl"':> 1Wm11 SRI AGUSTfl-.{ .. 'J·J SIHONO 

!Vlenimkmg, bnhv.-n oleh !tm\~nn .ij),U_;al an l'nl~!:;l!J1:l! dikabu !kan. 111 alnt .SH(bh 

m em t'nynr biaya pt>rkaro ini ; -----······· ------ ·------- · ----------------· ---~-------- ·····-·· ---

den>,?;on prrkarn ini ; -- ·--·--·--··------------······----·--··-· ·-·--··-···o····-··-··-·· ........ ·• 

2. Menyru.alum sah .iual beli lettangg.al 4 Jrumari 1977. 28 Juli 1977 dan tan~.~al 08 

seluns 1960 M2 yang terlelak di Desa Cihidcuo.r; Jlir Kecrunatan Cirunpt'a 

f:nbu paten B osor; -- ~--·- • ·- -~-·-----·· -·-- • • • •• •• --- • • -· · •• ·- · • • · ••· ··-· ·--···· •• ·--· -···· ·-

4. Mt-merintahknn kepnda tumt Te-rgugat III, untuk membalik muna sertifkat Hnk 

Milik No.7 dati atas nruna SRI AGUSTINA SIHONO (TERGUGAT) k;.cntas umun 

MARTINA CHRJSTYTUG!AJ! (Penggugat ); ......................................... . 

5. Menghuknm Terg.ugat. Turut Tergugat I, Turu1 Ter,gugat U dan Turut Te1sugnllll 

untuk memb~ar lliaya perkara sebesar ftp. 5.:l9.000.- {lima n:;tus em pal puluh 

sem bilan ribu rupinh) : -··-··--~-··-··-··-··-··-··-·····----··----·--·--·--·--·--··-·····-· 
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Demikianlah diputuskmt da!am rapal pl·nuusyHv,:arainn M~~olis J1\lkim 

Pengadilan Negeri Cibinong pada hari SELASk tan~gHl lO S~plemb.:1· 2002 oL·h 

K:ami; RO¥J PANJAITAN, SH. seb;1gai Hakim Ke!tHt Maje!is, LIDYA SASANOO 

PARAPAT, SH dan ARTH..l\ ·niERESIA, SH musing ~ musing S:ebagai Hakim 

/\.n;;soln.. putusnn mana dibacakaJl dimuka sidan,t; y:m.lj terbukn. U!iluk wnunt padu 

hnri; SELASA, latlg~l\1 1/ September 201H old1 ROKJ P,I\NJA.ITAN, SH sebug11i 

Hakim K'lt>O. LIDYA SASA1';1)0 PARJ\PAT. SH dm1 ARTHA TIIE!U'..SIA, SH 

HOESNA, SH. Sl):bagni Panitera Pengganti dan dihndiri oleh Pen.t;.~ugt~l t<!l!p:l dllwdiri t 
Tt·r.~ugat, Tmut Ter,.;ugal f, Turut Tergugat f1 Turut TNJ?.IW<tt IlL 

ROKI PANJA.IT r\N, SH . 

• 

~i.Y:.il-b~ftj!H.: 

PANJT£1\A P ENGGANTl, 
li 

Adm inislrasi .. . .. Rp. 50.QQO,-
Panggilan ............... Rp. 
Redaksi .................. Rp. 3.000,-
Meterai mm .... q ...... Rp. 6.000-

JUMLAH ......................... Rp. 

• 
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